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ABSTRAK

Skripsi ini berujudul “Sikap Politik Masjoemi Pada Masa Sistem
Parlementer Di Bawah Kabinet Sjahrir (1945-1947)”. Permasalahan yang dibahas
dalam skripsi ini meliputi, (1) bagaimana kiprah Masjoemi di awal masa
kemerdekaan (1945-1947)? (2) bagaimana karir Soetan Sjahrir hingga menjadi
perdana menteri? (3) bagaimana hubungan Masjoemi dan Perdana Menteri Soetan
Sjahrir (1945-1947)?.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian sejarah
yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan ilmu politik. Teori yang digunakan adalah teori
checks and balances. Para penyusun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat
(1787) menggunakan teori ini untuk membendung eksekutif, legislatif, yudikatif
agar tidak melampaui batas kekuasaanya. Rene Crince le Roy (1927-1985)
menyimpulkan bahwa dalam menata kekuasaan lain di luar tiga kekuasaan
(eksekutif, legislatif, yudikatif) harus dibangun sistem checks and balances.
Sementara Nurcholish Madjid (1939-2005) mengatakan bahwa checks and
balances dapat diterapkan oleh partai oposisi. Teori checks and balances
menjelaskan bagaimana pihak oposisi melakukan pengawasan dan pengimbangan
terhadap penguasa yang sedang memimpin pemerintahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pada awal masa
kemerdekaan Indonesia, Masjoemi mengalami transformasi menjadi partai politik
Islam. Inti dari perjalanan politik Masjoemi (1945-1947) adalah ikut andil dalam
proses demokratisasi dengan menjadi partai oposisi. (2) Soetan Sjahrir adalah
tokoh yang berfaham sosialis. Pada masa penjajahan Belanda, ia aktif dalam PNI-
Baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia aktif melakukan gerakan kemerdekaan di
bawah tanah. Pada masa awal kemerdekaan, ia menjadi ketua BP-KNIP.
Kemudian menjadi perdana menteri hingga tiga kali beruntun. (3) Masjoemi dan
Soetan Sjahrir memiliki hubungan yang kurang harmonis. Masjoemi sebagai
partai oposisi selalu melakukan pengawasan dan pengimbangan terhadap
kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Soetan Sjahrir. Masjoemi
memperjuangkan empat hal, yaitu mempertahankan presidensial sebagai sistem
pemerintahan Indonesia, merombak kabinet, menuntut dilaksanakannya pemilihan
umum terhadap badan legislatif, memperjuangkan fatwa KH. Hasjim Asj’ari,
yaitu Jihad Fi Sabilillah dalam perjuangan merebut kedaulatan dari Belanda.
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ABSTRACT

This thesis is entitled "Masjoemi Political Attitudes in the Period of
Parliamentary System under Sjahrir's Cabinet (1945-1947)”. The problems is
discussed in this thesis include, (1) how was Masjoemi's gait at the beginning of
independence (1945-1947)? (2) how was Soetan Sjahrir's career to become prime
minister? (3) how was the connection of Masjoemi and Prime Minister Soetan
Sjahrir (1945-1947) 2.

The methods used in this thesis are a historical research method
consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The
approach was politicology approach. This thesis used of checks and balances
theory. The arranger of the United States Constitution (1787) used this theory to
stem the executive, legislature, and judiciary from exceeding their limits. Rene
Crince le Roy (1927-1985) concluded that in the power arrangement outside the
three powers (executive, legislature, and judiciary) must be establighed a system
of checks and balances. While Nurcholish Madjid (1939-2005) said that checks
and balances can be applied by opposition parties. Checks and balances theory
explains how the opposition exercises oversight and offsetting the rulers who are
leading the government.

The results of this study indicate that (1) at the beginning of Indonesian
independence, Masjoemi transformed into an Islamic political party. The essence
of Masjoemi's political journey (1945-1947) was to contribute to the
democratization process by becoming an opposition party. (2) Soetan Sjahrir is a
socialist figure. During the Dutch colonial period, he was active in the PNI-Baru.
During the Japanese occupation, he actively undertook an underground
independence movement. In the early days of independence, he became chairman
of BP-KNIP. Then become premier for three consecutive times. (3) Masjoemi and
SoetannSjahrir have a less harmonious relationship. Masjoemi as an opposition
party always oversees and weighs toward the government's policy under Soetan
Sjahrir. Masjoemi fought for four things: preserving the presidency as the
Indonesian government system, reorganize the cabinet, demanding the election of
the legislature, fighting for the KH. Hasjim Asj'ari instructions; which was Jihad
Fi Sabilillah in the wresting struggle of the sovereignty of the Dutch.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sikap politik Masjoemi pada masa sistem parlementer di bawah
kabinet Sjahrir 1945 hingga 1947, merupakan salah satu topik sejarah politik
di Indonesia yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Masjoemi lahir pada
masa sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Jepang.
Lahirnya Masjoemi didukung oleh faktor pemerintah kolonial Jepang yang
tidak puas dengan kinerja Madjelis Islam A’la Indonesia dan Persatoean.
Pemerintah kolonial Jepang memberikan restu dan persetujuan dalam
pendirian Masjoemi sebagai sebuah organisasi yang menghimpun organisasi-
organisasi (minimal para tokoh) Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdatoe
al-Oelama’.! Pada masa setelah kemerdekaan yaitu pada 8 November 1945,
Masjoemi bertransformasi menjadi sebuah kekuatan partai politik baru.?
Masjoemi yang mempunyai kekuatan politik telah mendorong Islam pada
posisi yang bersanding dengan nasionalis dan sosialis yang menjadi golongan
atau faham partai lain di panggung politik tanah-air.

Masjoemi yang telah bertransformasi mengalami perubahan dan
perkembangan pada tubuh internalnya sendiri. Perkembangan paling
mencolok terjadi pada struktur kepengurusan partai yang terdiri dari Badan

Pelaksana dan Madjelis Sjura, sedangkan keanggotaan Masjoemi terdiri dari

! Daud Aris Tanudirjo et.al, Indonesia Dalam Arus Sejarah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2011), 66-70.
? Ibid., 165.



perseorangan dan organisasi. Khusus untuk keanggotaan organisasi sering
disebut sebagai anggota istimewa. Pada masa awal perjalanannya sebagai
partai, Masjoemi mempunyai empat anggota istimewa, antara lain yaitu
Muhammadiyah, Nahdatoe al-Oelama’, Perikatan Oemat Islam, dan
Persatoean Oemat Islam. Kedua anggota tersebut memiliki perbedaan dalam
segi hak. Anggota perseorangan memiliki hak suara, sedangkan organisasi
atau anggota istimewa memiliki hak untuk memberikan nasihat dan saran.®

Setelah Masjoemi mengalami perubahan dan perkembangan, namun
tidak lantas menghilangkan jati diri mereka sebagai kelompok masa berbasis
Islam. Tujuan dari pendirian Masjoemi sebagai partai politik tetap terarah
berlandaskan Islam. Tujuan kongkretnya ialah menegakkan kedaulatan
Republik Indonesia dan agama Islam, serta melaksanakan cita-cita Islam
dalam urusan kenegaraan.* Semua arah tujuan tersebut kemudian dirumuskan
dalam program aksi yang disusun pada Desember 1945. Program aksi
diharapkan dapat membantu perkembangan kenegaraan dalam segala aspek,
seperti aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik.> Artinya, Masjoemi
tetap menjadi basis masa politik yang menegakkan Islam dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Masjoemi menjalankan perannya sebagai partai politik dimulai pada
masa pertama pemerintahan Soetan Sjahrir. Masjoemi berperan sebagai

kekuatan oposisi, Yyaitu sebuah kekuatan yang berseberangan dengan

3 -
Ibid., 165.
* Sekretariat Umum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Surabaya: Masjoemi, 1949),

1

% Deliar Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), 117-119.



pemerintah. Berseberangan bukan berarti berbeda, melainkan berseberangan
untuk melakukan pengawasan dan melakukan pengimbangan terhadap
jalannya pemerintahan. Masjoemi melakukan oposisi terhadap pemerintah,
namun beberapa kader Masjoemi berhasil masuk dalam jajaran kabinet
pemerintahan. Hal tersebut terjadi selama tiga kali masa jabatan Soetan
Sjahrir.®

Perdana menteri Soetan Sjahrir ialah tokoh yang berfaham sosialis.
Sosialisme yang dianut oleh Soetan Sjahrir bisa diketahui ketika ia masih
menempu studi di Amsterdam, Belanda. la bargabung dengan Amsterdam
Sociaal Democratische Student Club, suatu organisasi mahasiswa yang
mempunyai hubungan langsung dengan Partai Sosialis Belanda (SDAP).
Soetan Sjahrir juga berteman dekat dengan Salomon Tas, ia adalah ketua dari
Amsterdam Sociaal Democratische Student Club. Organisasi ini menerbitkan
sebuah jurnal bernama De Socialist.” Sutan Sjahir yang berfaham sosialis juga
dapat dibuktikan ketika ia mendirikan Partai Rakjat Sosialis. Partai yang
dalam perjalanannya berkolaborasi dengan Partai Sosialis yang dipimpin oleh
Amir Sjarifoeddin. Partai yang telah menguasai kabinet Sjahrir, yaitu sejak
November 1945 hingga 1947 dan kabinet setelahnya.®

Soetan Sjahrir (seakan-akan) menggunakan sosialisme dalam
perjuanganya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Soetan
Sjahrir mampu menciptakan suatu buah fikir yang menghasilkan analisa

terhadap situasi Indonesia pasca kemerdekaan. Soetan Sjahrir mengkritik

® Deliar Noer, Islam dan Politik (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 144.
" Arif Zulkifli et.al, Sjahrir-Peran Besar Bung Kecil (Jakarta: PT Gramedia, 2017), 26-29.

® Ibid., 56-63.



habis kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Soekarno beserta
jajaranya. Sjahrir juga menciptakan sebuah ide yang sangat rasional, yaitu
menolak konfrotasi senjata selama masa-masa konflik dengan Belanda.’ la
menyebut program perjuanganya dengan istilah ‘“Perjdoeangan Kita”,
sehingga besar kemungkinan Soetan Sjahrir menggunakan program tersebut
ketika ia menjabat sebagai perdana menteri yang mempunyai tugas
menjalankan pemerintahan.

Pengangkatan Soetan Sjahrir sebagai pedana menteri berkaitan dengan
Makloemat 14 November 1945. Maklumat yang melandasi perubahan sistem
pemeritahan Indonesia dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.'°
Sistem parlementer mempunyai ciri yaitu sistem pemerintahan yang
membedakan antara status presiden sebagai kepala negara dan status perdana
menteri sebagai kepala pemerintahan yang membawahi beberapa menteri.
Sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri lain yaitu badan eksekutif
yang bertanggungjawab langsung kepada badan legislatif atau berarti bahwa
badan legislatif mempunyai kewenangan dan kekuasaan besar untuk
mengawasi kinerja badan eksekutif yaitu perdana menteri beserta
kabinetnya.'* Pada tanggal yang sama, Soetan Sjahrir diangkat menjadi
perdana menteri pertama di Indonesia.'® Pengangkatan tersebut sekaligus
sebagai mandat untuk memimpin sebuah kabinet yang terkenal dengan

sebutan kabinet Sjahrir.

% Soetan Sjahrir, Perdjoeangan Kita (Tanpa Kota: Anjing Galak), 35.

19 Marwati Djoened Pusponegoro et.al, Sejarah Nasional Indonesia IV (Jakarta: Balai Pustaka,
1993), 124.

! Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintah Negara (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990), 69.

12 pysponegoro et.al, Sejarah Nasional Indonesia IV , 124.



Soetan Sjahrir menduduki jabatan sebagai perdana menteri selama
tiga kali periode. Selang periode pertama dengan periode kedua dan ketiga
selalu berurutan, yaitu pada November 1945 hingga pertengahan Maret 1946,
Maret 1946 hingga Oktober 1946, dan Oktober 1946 hingga Juni 1947.%% Tiga
periode yang dijalani oleh Soetan Sjahrir bukanlah perjalanan yang muda,
melainkan masa-masa sulit yang harus dialami Indonesia. Pada masa-masa
tersebut adalah masa awal debut Indonesia dalam menjalankan
pemerintahannya sendiri dengan sistem pemerintahan yang baru.

Masjoemi sebagai partai politik dan Soetan Sjahrir sebagai perdana
menteri memiliki hubungan politik yang kurang harmonis pada 1945 hingga
1947. Keduanya memiliki hubungan yang kurang harmonis karena perbedaan
jalan, yaitu Soetan Sjahrir sebagai kepala pemerintahan dan Masjoemi
sebagai partai opisisi. Hubungan antara keduanya terjadi ketika menghadapi
berbagai persoalan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Terjadi gejolak
di setiap daerah, Rakyat Indonesia menyerbu dan merebut kekuasaan dari
pemerintahan Jepang. Situasi diperparah dengan datangnya pihak Kketiga,
yaitu Sekutu dan Belanda yang berniat untuk mempertahankan Indonesia
sebagai bekas wilayah jajahannya. Soetan Sjahrir lebih intens mengambil
langkah kebijakan diplomasi dibandingkan menggunakan senjata dalam usaha

membendung kekuatan musuh,'* sedangkan Masjoemi -sebagai partai di luar

13 Sjahbuddin Mangandaralam, In Memoriam Sutan Sjahrir — Perjuangan dan Penderitaan
(Bandung: Pantjasakti, 1966), 32-34.
 pyusponegoro et.al, Sejarah Nasional Indonesia IV, 121.



pemerintahan- lebih intens melakukan pengawasan dan pengimbangan
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut.™
Berawal dari beberapa uraian permasalahan tersebut, penulis akan
memfokuskan tulisan ini pada pembahasan “Sikap Politik Masjoemi Pada
Masa Sistem Parlementer Di Bawah Kabinet Sjahrir (1945-1947)”. Judul
tersebut akan dikaji lebih mendalam dengan memberikan tiga uraian diskusi.
Uraian pertama ialah tentang kiprah Masjoemi di awal masa kemerdekaan
(1945-1947). Uraian kedua berisi perjalanan karir Soetan Sjahrir hingga
menjadi perdana menteri. Uraian ketiga ialah hubungan Masjoemi dan
pemerintah di bawah pimpinan Perdana Menteri Soetan Sjahrir.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dengan beberapa masalah yang ada di
dalamnya. Penulis ingin merumuskan beberapa masalah, antara lain sebagai
berikut:
1. Bagaimana kiprah Masjoemi di awal masa kemerdekaan pada 1945
hingga 1947?
2. Bagaimana karir Soetan Sjahrir hingga menjadi perdana menteri?
3. Bagaimana hubungan Masjoemi dan Perdana Menteri Soetan Sjahrir
pada 1945 hingga 1947?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan

dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

15 Tanudirjo et.al, Indonesia Dalam Arus Sejarah,167.



1. Memahami kiprah Masjoemi pada awal masa kemerdekaan 1945
hingga 1947!
2. Memahami karir Soetan Sjahrir sebelum dan saat menjadi perdana
menteri!
3. Mengetahui hubungan Masjoemi dan pemerintahan perdana menteri
Soetan Sjahrir pada 1945 hingga 1947!
D. Kegunaan Penelitian
1. Teoritis
Penulis berharap hasil penilitian ini dapat memberikan
sumbangan khasanah pengetahuan tentang sejarah nasional Indonesia.
Penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini bisa melengkapi
penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah Islam di
Indonesia, khususnya sejarah partai politik Islam pada awal masa
kemerdekaan.
2. Praktis
Penulis berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi
bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya para mahasiswa di jurusan
Sejarah Peradaban Islam. Penulis juga berharap bahwa hasil penelitian
ini bisa dijadikan pelecut semangat para pemuda Indonesia untuk
melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, melanjutkan perjuangan The
Founding fathers dan para pahlawan lainya di tanah-air Indonesia dalam

memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.



E. Pendektan dan Kerangka Teori

Skripsi yang berjudul “Sikap Politik Masjoemi Pada Masa Sistem
Parlementer Di Bawah Kabinet Sjahrir (1945-1947)” ini menggunakan
pendekatan ilmu politik, karena judul tersebut adalah termasuk bagian dari
sejarah politik Islam di Indonesia. Masalah-masalah yang diteliti juga
berkaitan dengan masalah-masalah partai politik Islam yaitu Masjoemi,
pemerintahan dengan sistemnya parlementer dan masalah kenegaraan
lainnya. Menurut Prof. Dr. J. Barents mengatakan bahwa ilmu politik adalah
ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan negara. Pengertian
kehidupan negara merupakan gambaran dari bagaimana suatu negara tersebut
lahir, bagaimana negara tersebut membangun organisasi politiknya, dengan
maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.*® Peneliti harus melihat
struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan
kekuasaan, dan lain sebagainya.'’

Peneliti menggunakan teori checks and balances (pengawasan dan
pengimbangan). Para penyusun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat
(1787) menggunakan teori ini sebagai pembendung agar masing-masing
kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif (sistem Trias Politika
Montesquieu) tidak akan melampaui batas kekusaanya.’® Kemungkinan teori
ini adalah hasil kesepakatan bersama dan telah menjadi istilah umum yang

digunakan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Sementara Rene

16 3.M Papasi, llmu Politik-Teori dan Praktek (Yogyakarta: Graha llmu, 2010), 5.

7 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1993), 4.

'8 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), 284.



Crince le Roy (1927-1985) menyimpulkan bahwa dalam menata kekuasaan
lain di luar tiga kekuasaan (Trias Politika Montesquieu) harus dibangun
sistem checks and balances.'® Nurcholish Madjid (1939-2005) mengatakan
bahwa dalam negara demokrasi checks and balances dapat diperankan oleh
partai oposisi, yaitu partai yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan
melakukan pengimbangan terhadap kekuasaan yang sedang berdiri, sehingga
terhindar dari lahirnya tirani. Oposisi lahir dengan pengakuan secara de facto
atau kehadirannya dan penerimaanya dalam masyarakat bersifat kebetulan,
sehingga menimbulakan kesan yang tidak efektif. Pengakuan oposisi de facto,
secara tidak langung telah membawa kepada tindakan anarki dan kekacauan
karena usaha-usaha checks and balances berlangsung sesuai kehendak dan
tidak penuh tanggung jawab.?°

Teori tersebut digunakan sebagai pengatur fakta-fakta yang diperoleh
sesuai dengan peristiwa politik di Indonesia pada 1945 hingga 1947, seperti
bangsa asing yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya di
Indonesia sebagai wilayah bekas jajahannya. Mereka menolak melakukan
diplomasi dengan pihak pemerintahan Soekarno dengan menganggap sebagai
pemerintah bentukan Jepang yang menganut fasisme dan feodalisme,
sedangkan pemerintah Indonesia -beserta segala struktur politiknya- berusaha
melakukan diplomasi sebagai jalan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan merombak sistem pemerintahan

" lham Endra, “Checks and Balances” dalam
https://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/checks-and-balances/. Diakses Selasa, 2 Januari
2018.

20 Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan-Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik
Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 1999), 5-7.
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kearah yang lebih demokrasi untuk mencapai tujuan tersebut. Rombakan
tersebut —berkonsekuensi- melahirkan kekuatan oposisi sebagai cerminan
berlangsungnya demokrasi, seperti Masjoemi yang menjadi partai oposisi
pada 1945 hingga 1947 atau selama masa pemerintahan Soetan Sjahrir.

Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan hasil-hasil penelitian dengan topik yang serupa

dengan judul penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Masjoemi Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Tentara Jepang (1943-
1945)

Penelitian tersebut ditulis oleh Lilis Sri Wulandari pada 2006 untuk
jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, fakultas Adab dan Humaniora, IAIN
Sunan Ampel, Surabaya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan
ilmu politik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Masjoemi
merupakan federasi yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang
dengan tujuan untuk memobilisasi masyarakat Islam, karena wilayah
jajahanya didominasi oleh orang-orang Islam. Alasan lain adalah Jepang
mengetahui bahwa Islam tradisonalis sangat mengakar dan berpengaruh
diantara orang-orang yang menganut agama Islam hingga ke pelosok
desa, sehingga Jepang dapat dengan mudah mendapatkan bantuan untuk
melawan sekutu. Usaha Jepang untuk memanfaatkan Masjoemi bisa
dibilang gagal, karena Masjoemi dibeberapa masa kemudian

memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Jepang dengan
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membentuk suatu kekuatan pertahanan untuk mewujudkan cita-cita
Indonesia merdeka.”*
2. Pergerakan Partai Masyumi Di Indonesia
Penelitian tersebut ditulis oleh Noor Ishak pada 2009 untuk
jurusan Pemikiran Politik Islam, fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penelitian tersebut menggunakan metode
kualitatif, sedangkan analisanya menggunakan cara deskriptif. Penelitian
ini berisi rangkaian peristiwa Masjoemi dalam gerak politik sejak berdiri
sebagai partai politik pada 1945 hingga pembubaranya pada 1960.%
3. Pembubaran Partai Masyumi Tahun 1960
Penelitian tersebut ditulis olen Mahrufin Ali pada 2001 untuk
jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, fakultas Adab dan Humaniora, 1AIN
Sunan Ampel, Surabaya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan
historis dan politik. Pisau analisanya menggunakan teori hegemoni
kekuasaan. Penelitian tersebut berisikan peristiwa konflik antara
Masjoemi dan Soekarno yang berujung pada pembubaran partai
Masjoemi pada 1965.%
4. Partai-Partai Politik Islam 1945-1959
Penelitian tersebut ditulis oleh Muhammad Syiaful Qulub pada

2013 untuk jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, fakultas Adab dan

2! Lilis Sri Wulandari, “Masjoemi Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Tentara Jepang 1943-
1945” (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006).

22 Noor Ishak, “Pergerakan Partai Politik Masyumi Di Indonesia 1945-1960” (Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2009).

2 Mahrufin Ali, “Pembubaran Partai Masyumi Tahun 1965” (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,
2001).
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Humaniora, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut
menggunakan metode deskriptif teoritik dengan pisau analisa teori
hegemoni kekuasaan. Penelitian tersebut memberikan gambaran
bagaimana sejarah dan perkembangan partai politik Islam pada 1945
hingga 1959. Dimulai dari sejarah awal berdiri, peranannya dalam pemilu
1955, perjuangannya dalam konstituante, hingga saat dikeluarkannya
dekrit prsiden 5 Juli 1959.%
5. Partai Islam Di Pentas Nasional

Penelitian tersebut ditulis oleh Deliar Noer yang kemudian menjadi
salah satu buku fenomenal dengan topik politik Islam. Dicetak oleh
Pustaka Utama Grafiti pada 1987 di Jakarta. Karya tersebut menceritakan
perjalan (berdiri, ideologi, dan pembubaran) partai-partai Islam pasca
kemerdekaan, dari Masjoemi hingga partai Islam yang lain.?

Judul-judul penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa
penelitian yang berjudul “Sikap Politik Masjoemi Pada Masa Sistem
Parlementer Di Bawah Kabinet Sjahrir 1945-1947” ini berbeda dengan
riset-riset terdahulu, karena berbeda dari beberapa aspek. Pertama,
penelitian ini difokuskan pada saat Masjoemi telah menjadi partai politik
dan sebelum dibubarkan. Kedua, waktu lebih fokus pada masa sistem
parlementer di bawah pemerintahan kabinet Sjahrir yaitu pada 1945-
1947. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik.

Pembahasan dalam penelitian ini lebih pada ruang lingkup kegiatan

2 Muhammad Syifaul Qulub, “Partai-partai politik Islam 1945-1959” (Surabaya: IAIN Sunan
Ampel, 2013).
% Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional.
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politik dalam kenegaraan. Oleh karena itu, kemungkinan besar bahwa

judul dalam penelitian ini belum dilakukan riset yang lebih mendalam.

G. Metode Penelitian

Sebagai mahasiswa Sejarah Peradaban Islam tidak bisa lepas
kaitannya dengan sejarah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan
pula metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah seperangkat aturan dan
prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah
secara efektif, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesa dari hasil-hasil
yang dicapai dalam bentuk tulisan.’® Metode sejarah biasanya dibagi atas
empat kelompok kegiatan vyaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan
historiografi.

1. Heuristik

Heuristik yaitu kegiatan mencari dan menemukan data-data atau
sumber sejarah.?’ Cara pertama yang peneliti tempuh untuk skripsi ini
adalah dengan cara mencari sumber, baik sumber primer maupun

sekunder. Peneliti telah mendapatkan sumber primer, antara lain meliputi :

a. Sumber Primer
1) Perjdoengan Kita
Sebuah karya yang ditulis langsung olah Soetan Sjahrir pada
dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karya tersebut

resmi dipublikasikan pada 10 November 1945. Perjdoeangan Kita

% Lilik Zulaicha, Metodologi Sejarah 1 (Surabaya: Fak. Adab IAIN Sunan Ampel, 2004), 16.

27 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Jakarta: Yayasan ldayu,

1978), 36.



2)

3)

4)

5)
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berisi tentang analisa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah
kemerdekaan, serta berisi kritik terhadap pemerintah dan jajaranya.
Karya ini juga berisikan suatu program perjuangan untuk
mempertahankan kemerdekaan, yaitu program yang koheren bagi
perjuangan kebangsaan selama tahun-tahun konflik dengan Belanda.
Pikiran dan Perdjoeangan

Sebuah buku yang berisi kumpulan karangan-karangan Soetan
Sjarir yang termuat dalam Daulat Rakjat, Ilmoe dan Masjarakat, dan
Poejdangga Baroe. Buku yang resmi terbit pada Januari 1947 ini
berisi pemikiran-pemikiran Soetan Sjahrir, sehingga dapat digunakan
dalam menganalisa ideologi yang dianut oleh Soetan Sjahrir.
Di Bawah Bendera Revolusi

Buku ini adalah kumpulan pidato presiden Soekarno pada
setiap upacara peringatan proklamasi kemerdekaan yang mengulas
berbagai peristiwa di Indonesia. Buku ini resmi terbit pada 1965.
Demokrasi Kita

Mohammad Hatta menulis langsung buku ini untuk
mengkritisi proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia,
terutama pada masa pemerintahan Soetan Sjahrir. Pandji Masyarakat
menerbitkan buku ini pada Mei 1960.
Bunga Rampai Dari Sejarah
Buku ini berisi rangkaian peristawa yang dialami dan ditulis

sendiri oleh Mohamad Roem. Roem adalah tokoh Masjoemi yang
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masuk dalam kebinet Sjahrir, serta tokoh yang menjadi delegasi RI

dalam perjanjian Linggarjati.
6) Koran Lama Cetakan Luar Negeri

a) “Sjahrir Resigns”, Daily Mercury, Tuesday 5 March 1946, page

6.
b) “Resistance To Dutch - Islamic Support For Dr. Sjahrir”, The
West Australiant, Thursday 26 June 1947, page 9.
7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masjoemi
b. Sumber Sekuder
Penulis juga menggunakan sumber-sumber sekunder berupa

buku, seperti buku Sejarah Indonesia —baik nasional maupun Islam-,
buku tentang pemikiran Soetan Sjahrir, dan buku-buku tentang IImu
politik. Salah satunya adalah Buku yang berjudul “In Memoriam Soetan
Sjahrir — Perdjuangan dan Penderitaan”. Penulis menyatakan bahwa
buku “In Memoriam Soetan Sjahrir-Perdjuangan dan Penderitaan™ yang
terbit pada Mei 1966 adalah sumber sekunder, karena terbit setelah
meninggalnya Soetan Sjahrir. Buku ini berisikan dan bersumberkan
pemberitaan pers nasional dan internasional pada masa tersebut, seperti
pers Pakistan dan Belanda dalam mengantarkan kepergian sang
revolusioner. Buku ini juga berisikan komentar-komentar dan
sambutan-sambutan dari teman-teman Soetan Sjahrir, seperti Perdana
Menteri Belanda Schermerhorns. Buku ini tetap menjadi sumber

sekuder karena tidak ditulis langsung oleh Soetan Sjahrir atau yang
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berkaitan langsung dengan orang-orang pada masa pemerintahan
Soetan Sjahrir.

2. Kritik

Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas
dan kredibilitas sumber. Adapun caranya adalah dengan melakukan kritik
ekstern dan intern. Kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang
mengikuti metodologi sejarah untuk mendapat objektivitas suatu

kejadian.?

Buklet Perjdoeangan Kita yang didapatkan oleh peneliti,
memberikan keraguan untuk menyebutnya sebagai sumber primer. Buklet
tersebut telah mengalami ketik ulang oleh Bramantya Basuki dan telah
diterbitkan oleh pihak Anjing Galak TK. Buklet ini telah mempunyai diksi
yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan, seperti huruf OE yang
telah diketik ulang menjadi U, TJ yang telah diketik ulang menjadi C, dan
lain sebagainya. Setelah peneliti menelaah buku-buku lain yang berkaitan
dengan Soetan Sjahrir. Peneliti menemukan buku-buku tersebut juga

menggunakan sumber Perjdoeangan Kita.

Buku “Sjahrir - Peran Besar Bung Kecil” juga menyebutkan
pemikiran atau teori Soetan Sjahrir yaitu Revolusi Kerakyatan, pemikiran
yang juga terdapat pada buklet Perjdoengan Kita yang telah mengalami
ketik ulang. Bukti lain adalah buku “Indonesia Dalam Arus Sejarah” juga

menyebutkan bahwa Soetan Sjahrir menolak politik kolaborasi atau

%8 Zulaicha, Metodologi Sejarah 1, 16.
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menolak orang-orang yang dahulu bekerja sebagai pegawai Jepang untuk
duduk dalam kursi pemerintahan. Suatu pandangan yang juga terdapat
dalam buklet Perjdoeangan Kita dalam sub bab yang berjudul Revolusi
dan Pembersihan. Buku “Sejarah Nasional Indonesia” menyebutkan bahwa
Soetan Sjahrir melakukan diplomasi-diplomasi untuk mempertahankan
kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan isi dari buklet
Perjdoeangan Kita yang mengingatkan pada masyarakat untuk tidak
membenci orang asing hingga menimbulkan konflik. Hal itu selaras pada

sub bab Kedudukan Indonesia dalam Dunia Sekarang.

Peneliti juga mendapatkan sumber berupa koran lama yang
berjudul Sjahrir Resigns di terbitkan oleh Daily Mercury pada Selasa 5
Maret 1946 dan yang berjudul Resistance To Dutch - Islamic Support For
Dr. Sjahrir di terbitkan oleh The West Australiant pada Kamis 26 Juni
1947. Kedua Koran tersebut telah memberikan keraguan untuk
menyebutnya sebagai sumber primer, karena koran tersebut telah
mengalami digitalisasi dan tidak terdapat nama penulis berita. Sementara
itu, pihak yang melakukan pendigitalisasi adalah Perpustakaan Nasional
Australia atas kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di
Canbera. Koran bersejarah mengenai Republik Indonesia juga bisa diakses
di layanan Trove Perpustakaan Nasional Australia. Kedua koran tersebut
juga menyebutkan Soetan Sjahrir sebagai perdana menteri dan Soekiman
sebagai pimpinan partai Masjoemi. Tahun terbit juga menunjukkan kedua

tokoh tersebut masih aktif dalam perpolitikan Indonesia pada masa awal
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kemerdekaan. Jika demikian, artinya, peneliti mendapatkan dua koran
yang dapat diperhitungkan keasliannya untuk digunakan sebagai sumber

primer dalam penelitian ini.
3. Interpretasi

Interpretasi adalah proses menafsirkan fakta sejarah yang telah
ditemukan melalui proses kritik sumber, sehingga akan terkumpul bagian-
bagian yang akan menjadi fakta serumpun. Interpretasi dilakukan dengan
dua macam yaitu: analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) data.?
Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta
yang diperoleh dari sumber-sumber. Penulis berusaha menafsirkan apa

yang terdapat pada data yang ditemukan oleh penulis.

Pada masa setelah kemerdekaan telah menghadirkan berbagai
peristiwa perang untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan, seperti
perang 10 November. Peristiwa tersebut terjadi karena salah satu
penyebabnya adalah kebenciaan rakyat Indonesia terhadap orang asing.
Kebencian karena trauma dan takut dijajah lagi. Sementara itu, perang dan
perlawanan tersebut tidak sebanding dengan kekuatan dan alustita milik
militer lawan. Kenyataan-kenyataan tersebut yang mengakibatkan Soetan
Sjahrir lebih memilih untuk melakukan diplomasi-diplomasi politik dalam

memperjuangkan kemerdekaan.

»Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos, 1999), 59.
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4. Historiografi

Historiografi adalah cara penulisan atau pemaparan hasil laporan.
Cara penulisannya dengan merekonstruksi fakta-fakta yang didapatkan
dari sumber primer maupun dari penafsiran sejarawan yang terdapat dalam
sumber-sumber sekunder. Penulis juga menggunakan metode diakronis
dalam merekonstruksinya, yaitu menjelaskan fakta-fakta historis
berdasarkan urutan waktu dan suatu peristiwa.*® Disamping itu, penulis
akan menggunakan pedoman Ejaan Ophuijsen dalam penulisan nama
dalam karya tulis ini. Sebuah pedoman dalam penulisan ejaan kata yang
sesuai untuk digunakan dalam tahun-tahun penelitian ini.** Oleh karena

itu, tahap historiografi akan dilakukan bersamaan dengan penulisan skripsi

ini.

H. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan penelitian ini, penulis membagi dalam

lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab secara sistematis dengan

tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai uraian isi dalam

pembahasan, sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami

skripsi ini. Gambarannya adalah sebagai berikut:

Bab |, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan

masalah, tujuan, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik,

penelitian-penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

%0 Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, 64.
3! Sriyanto, Ejaan (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa — Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2014),7-8.
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Bab 11, berisikan pembahasan mengenai bagaimana kiprah Masjoemi
di awal masa kemerdekaan (1945-1947). Sub bab pertama, lahirnya partai
Masjoemi. Kedua, struktur organisasi dan ideologi partai Masjoemi. Ketiga,
perjalanan Masjoemi sebagai partai politik pada 1945 hingga 1947.

Bab I11, berisikan pembahasan tentang bagaimana karir Soetan Sjahrir
hingga menjadi perdana menteri. Sub bab pertama, ideologi dan pemikiran
Soetan Sjahrir dalam upaya mengawal kemerdekaan Indonesia. Kedua
perjalanan Soetan Sjahrir sebelum menjadi perdana menteri. Ketiga, perjalan
Soetan Sjahrir saat menjadi perdana menteri pada 1945 hingga 1947.

Bab IV, berisikan pembahasan mengenai bagaimana hubungan
Masjoemi dan perdana menteri Soetan Sjahrir pada 1945 hingga 1947. Sub
bab pertama, situasi politik Indonesia pasca kemerdekaan. Kedua, kebijakan
pemerintah di bawah pimpinan perdana menteri Soetan Sjahrir. Ketiga,
respon politik Masjoemi terhadap kebijakan pemerintah pada 1945 hingga
1947.

Bab V, berisikan penutup atau bagian terakhir dari penulisan skripsi,

yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB Il
KIPRAH MASJOEMI DI AWAL MASA KEMERDEKAAN (1945-1947)

A. Berdirinya Partai Masjoemi

Masjoemi adalah sebuah himpunan dari beberapa organisasi
masyarakatan Islam yang berdiri atas persetujuan dari pihak pemerintah
pendudukan Jepang.' Ketika Indonesia mencapai kemerdekaan dan sesuai
perkembangan politiknya, Masjoemi harus mengalami proses perubahan
menjadi partai politik. Proses awal terjadi pada Oktober 1945, ketika para
tokoh sosialis gencar melakukan serangan kepada pemerintah agar
mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis dengan mengubah fungsi
Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga legislatif. Pada 16 Oktober
1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta menjawab desakan dari tokoh-tokoh
sosialis dengan mengeluarkan Makloemat No. X yang berisi pemberian
fungsi legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.’ Sebagai
konsekuensinya, pada 3 november 1945, pemerintah mengeluarkan
makloemat yang menyatakan bahwa rakyat diperbolehkan untuk mendirikan
partai politik.

Pada awalnya umat Islam menganggap bahwa keluarnya makloemat 3
November 1945 tidak dalam waktu yang tepat, karena Indonesia masih dalam
situasi genting akibat tindakan Belanda yang ingin mempertahankan

Indonesia sebagai bangsa jajahannya. Akan tetapi, para tokoh Islam merasa

! Tanudirjo et.al, Indonesia dalam Arus Sejarah, 66-70.

2 M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, terj. Darmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2016), 327.

¥ Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 1 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2009), xxviii.
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mempunyai kewajiban untuk mewadahi kekuatan dan tenaga umat dalam
sebuah partai politik.* Oleh karena itu, umat Islam -terutama para ulama’-
menyambut dan mendukung atas kesungguhan pemerintah dalam
mewujudkan corak pemerintahan yang demokratis.” Perkembangan politik
Indonesia inilah yang menjadi babak awal bagi umat Islam untuk
mengembangkan Masjoemi menjadi partai politik, agar mereka dapat ikut
serta dalam perpolitikan Indonesia.

Pada 7 dan 8 November 1945 di Yogyakarta, umat Islam seluruh
Indonesia mengadakan muktamar untuk merealisasikan terbentuknya partai
Islam. Hampir semua tokoh dari berbagai organisasi —baik dari masa Hindia
Belanda maupun masa pendudukan Jepang- menghadiri muktamar dan
melaksanakan kongres. Semua peserta menyepakati hasil kongres yang
menyatakan berdirinya partai politik Islam dengan nama Masjoemi. Partai
Islam ini mempunyai nama yang sama dengan Masjoemi pada masa
pendudukan Jepang (pemerintah pendudukan Jepang memberikan izin
berdirinya Masjoemi). Perbedaanya ialah umat Islam membentuk partai
Masjoemi dengan tanpa campur tangan pihak mana pun,® termasuk
pemerintah Indonesia yang baru. Umat Islam telah melakukan langkah yang
tepat dalam mendirikan atau menjadikan Masjoemi sebagai partai politik.
Kemungkinan besar —dengan terbitnya makloemat 3 November 1945- agama-
agama dan faham-faham lain yang berkembang di Indonesia juga akan

mendirikan partai politik. Jika demikian, kekuatan Islam dalam bernegara dan

* Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, 47.
® Suryanegara, Api Sejarah 1, xxviii.
® Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1985), 110.
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dalam mendukung demokrasi akan tetap sejajar dengan Kristen, Katholik atau

pun dengan sosialis, komunis dan lain-lain.

B. Struktur Organisasi dan Ideologi Partai Masjoemi

1. Struktur Organisasi

a.

Keanggotaan

Masjoemi mempunyai dua jenis anggota dalam struktur
keanggotaan partai, yaitu anggota perseorangan dan anggota
istimewa.” Anggota perseorangan mempunyai syarat; minimal berusia
18 tahun atau sudah menikah dan dilarang merangkap menjadi
anggota partai lain. Anggota perseorangan mempunyai keunggulan,
yaitu memiliki hak suara ketika partai mengambil keputusan.® Pada
kongres pertama 1945 (kongres yang berhasil mendirikan partai
Masjoemi), peserta kongres memutuskan bahwa anggota perseorangan
akan disaring kembali untuk menempati posisi menjadi anggota inti.
Masjoemi menerapkan mekanisme seperti ini, karena berharap
anggota inti dapat menjadi motor penggerak partai; lebih banyak
berkorban untuk partai, baik material maupun non material, lebih

sadar akan visi-misi, cita-cita, serta cara bekerja partai.’

Sementara itu, anggota istimewa adalah anggota yang berupa
organisasi atau minimal tokoh-tokohnya yang bergabung dalam partai.

Pada masa revolusi, Masjoemi mempunyai empat anggota istimewa,

” Sekretariat Umum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 1.
8 Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, 48.

® Ibid., 51-52.
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yaitu Muhammadiyah, Nahdatoe al-Oeclama’, Persatoean Oemat
Islam, dan Perikatan Oemat Islam. Mereka hanya mempunyai hak
untuk memberikan nasihat dan saran, namun tidak memiliki hak suara.
Keputusan memasukkan organisasi sebagai anggota partai dengan
beberapa pertimbangan, antara lain agar mempercepat mobilisasi
masa untuk memperbanyak anggota. Pertimbangan lain adalah agar
Masjoemi menjadi satu-satunya tempat pergerakan politik umat Islam

dari berbagai golongan.*®

Selain dari anggota perseorangan dan anggota istimewa.
Masjoemi juga mendapatkan dukungan dari anak organisasi yang
telah didirikan, seperti Muslimat, Sarikat Dagang Islam Indonesia,
Sarikat Tani Islam Indonesia. Masjoemi —secara tidak langsung-
sangat jeli dalam memanfaatkan dukungan anggota istmewa, seperti
Nahdatoe al-Oelama’ yang notabenenya mempunyai pengaruh di desa
dengan mendirikan anak organisasi sesuai dengan profesi rakyat
Indonesia. Seperti STII yang didirikan untuk mewadahi dan membela
rakyat yang berprofesi sebagai petani yang umumnya tinggal di
pelosok.! Artinya, melalui pendirian anak organisasi sesuai dengan
profesi rakyat. Masjoemi telah memperkokoh dan menjaga pengaruh
kekuatan partai hingga ke lapisan masyarakat bawah, sehingga

Masjoemi tidak mengalami kalah saing dengan partai lain.

19 1hid., 48-49.

1 1bid., 56.
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Masjoemi juga mendapatkan dukungan dari para pemuda
Islam. Pada masa awal pendirian partai Masjoemi, Masjoemi langsung
mendapatkan dukungan dari Hizbullah atau organisasi bersenjata bagi
golongan muda Islam. Masjoemi juga mendapat dukungan dari
Gerakan Pemuda Islam Indonesia, karena antara Masjoemi dan GPII
telah menjalin hubungan baik sejak berdirinya organisasi. Golongan
pemuda lain yang mendukung Masjoemi datang dari kaum intelektual
yaitu Pelajar Islam Indonesia (November 1946) dan Himpunan
Mahasiswa Islam (Februari 1947). Keduanya sering disebut sebagai
keluarga Masjoemi, karena seringnya terlibat dalam hubungan
intelektual (guru-murid).*® Melalui dukungan dari Hizbullah, GPII,
HMI, dan PII berarti Masjoemi telah menjaga kekuatannya hingga di
lingkup kalangan pemuda, sehingga dapat bersaing dengan golongan

pemuda dari partai lain.

b. Struktur Pengurus
Masjoemi memiliki dua struktur pengurus yang berbeda
perananya dalam partai, yaitu Pimpinan dan Madjelis Sjura.”
Pimpinan Pusat Masjoemi dipilih dari wakil-wakil yang telah ditunjuk
oleh cabang. Pada masa revolusi, kongres hanya memilih tiga ketua;
ketua I, wakil ketua I, dan wakil ketua Il berdasarkan suara terbanyak.

Kemudian ketiga ketua memilih para anggota pengurus yang lain

' Ibid., 56-57.
13 Sekretariat Umum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 1-2.
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sesuai dengan kebutuhan.'* Pada umumnya Pimpinan Pusat ditempati
oleh kalangan Islam yang berpendidikan umum. Mereka lebih unggul
dalam urusan organisasi, meskipun dalam segi keagamaan tidak
diragukan lagi atau tetap memadahi *°

Pada 1945-1947 hingga 1949, pimpinan Masjoemi didominasi
oleh golongan tua yang dimotori oleh Soekiman Wirjosanjdojo (1898-
1974). Pengurus pimpinan pusat lebih merupakan seperti
perkumpulan wakil-wakil dari organisasi atau partai pada masa
penjajahan. Mereka memiliki memori perasaan masa yang sama, yaitu
kebulatan tekad untuk bersatu dalam melawan penjajahan. Oleh sebab
itu, mereka terpanggil untuk ikut serta masuk ke dalam Masjoemi.*®

Rincian pengurus pimpinan pusat Masjoemi 1945-1947 hingga

1949 adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Dr. Soekiman Wirjosandjojo

b. Wakil Ketua 1 : Abikoesno Tjokrosoejoso

c. Wakil Ketua 2 : Wali al-Fatah

d. Sekretaris 1 : Harsono Tjokroaminoto

e. Sekretaris 2 : Prawoto Mangkoesasmito

f. Bendahara : Mr. R.A. Kasmat

g. Badan Penerangan : Wali al-Fatah, A. Ghafar Ismail

h. Barisan Sabilillah/Hizbullah :

K.H. Masjkur,

1% Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, 58.

5 1bid., 63-64.
18 1bid., 99.
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W. Wondoamiseno,

Hasjim Sulio Adikoesoemo

Mr. R.A. Kasmat,

R. Prawirojoewono,

H. A. Hamid Bkn.

M. Mawardi,

Harsono Tjokroaminoto

K.H.M Dahlan
H.M. Farid Ma’roef,

Joenoes Anies

K.H Fagih Oesman
K.H. Fathoerrahman
Dr. Abie Hanifah

M. Natsir

S.M. Kartosoewirjo
Anwar Tjokroaminoto

Mr. Sjamsoedin
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Mr. Mohamad Roem.’

Sementara itu, Madjelis Sjura pada umumnya ditempati oleh
para ulama’ yang diambil dari perwakilan berbagai organisasi atau
aliran Islam yang berkembang di Indonesia.’® Anggaran dasar partai
tidak pernah merinci syarat-syarat ulama’ yang dapat duduk dalam
Madjelis Sjura. Pada anggaran dasar partai 1945, Madjelis Sjura dapat
dibentuk hingga ke tingkat cabang. Dewan ulama’ ini bertugas
memberikan pertimbangan dan fatwa seputar pekerjaan partai kepada
para pimpinan partai. Sebagai contoh kongkret Madjelis Sjura
memberikan fatwanya, yaitu ketika Hasjim Asj’ari (Ketua Umum
Madjelis Sjura Masjoemi) memutuskan bahwa berjuang melawan

Belanda hukumnya adalah wajib.*

Rincian Madjelis Sjura Masjoemi 1945-1947 hingga 1949
adalah sebagai berikut:
a. Ketua Umum : K.H Hasjim Asj’ari
b. Wakil Ketua 1 : Ki Bagoes Hadikoesoemo
c. Wakil Ketua 2 : K.H.A. Wahid Hasjim
d. Wakil Ketua 3 : Mr. Kasman Singodimejdo
e. Anggota : R.H.M. Adnan

H. Agoes Salim

K.H. Abdoe al-Wahab

' Ibid., 100-111.
18 Sekretariat Umum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 1-2.
9 Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, 61.
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K.H. Abdoe al-Halim
K.H.A Sanoesi
Syekh M. Djamil Djambek.”

2. ldeologi Partai Masjoemi

Masjoemi sebagai partai politik menetapkan Islam sebagai dasar
partai.”> Masjoemi mempunyai tujuan kongkret dalam menegakkan
kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam, serta melaksanakan cita-
cita Islam dalam urusan kenegaraan.?? Sebuah kewajaran jika Masjoemi
menggunakan Islam sebagai ideologi partai dan menggunakannya sebagai
landasan berpolitik. Hal ini berarti Masjoemi telah menyalurkan tokoh-
tokoh Islam untuk ikut serta menjalankan roda kenegaraan. Partai dengan
ideologi lain, seperti PSI dan PKI juga akan menggunakan sosialis dan
komunis sebagai landasan berpolitik.

Pada 17 Desember 1945, Masjoemi mewujudkan cita-citanya
untuk menegakkan Islam dalam urusan kenegaraan dengan mencetuskan
sebuah program asksi. Sebuah program yang menghendaki kesejahteraan
masyarakat dan perdamaian antar bangsa. Program aksi juga bermaksud
memperkuat dan menyempurnakan dasar-dasar pada UUD RI, sehingga
dapat mewujudkan masyarakat dan negara yang bercerminkan Islam.

Berikut adalah rincian program aksi, khususnya program yang

bernafaskan Islam dalam setiap aspek kehidupan.

 Ipid., 111.
2! Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, 113.
22 Sekretariat Umum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga , 1.
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1. Pada bidang sosial, Masjoemi menuntut

a. Dibentuk undang-undang kesejahteraan umum; melarang
perjudian, minuman keras, perzinaan, dan riba.

b. Dibentuknya undang-undang perlindungan kaum  buruh;
kesempatan melaksanakan syariat Islam saat jam kerja.

c. Dibentuknya undang-undang kesejahteraan kaum tani.

d. Dibentuknya undang-undang kesejahteraan kaum nelayan.

2. Pada bidang ekonomi, Masjoemi menuntut

a. Pemerintah wajib memberikan peluang usaha dan lapangan kerja
kepada setiap warga negara.

b. Pemerintah menyusun perekonomian rakyat atas dasar gotong
royong; usaha perseorangan harus menjamin kesejahteraan
bersama.

c. Pemerintah harus membatasi hak milik perseorangan dengan
ketentuan ajaran Islam; pemberian zakat, qurban, dan lain-lain.

d. Pemerintah harus menentang sistem kapitalisme.?

C. Perjalanan Masjoemi Sebagai Partai Politik (1945-1947)

Awal perjalanan Masjoemi sebagai partai politik dan perkembangan
perjalanannya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa politik yang
terjadi pada masa awal kemerdekaan. Terutama ketika kekuasaan Soekarno
yang terlihat dominan dan terkesan totaliter, karena belum terbentuknya

badan legislatif, serta diberlakukannnya sistem satu partai di Indonesia.

28 Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, 119-120.
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Sebuah faktor utama yang membuat Belanda dengan lantang berani menuduh
Indonesia sebagai negara fasis dan feodal dan sebagai negara bentukan
Jepang. Soetan Sjahrir geram dengan tuduhan tersebut, ia tergerak untuk
menjadikan Indonesia lebih demokratis. Soetan Sjahrir mendesak
pemerintahan agar memberikan status legislatif kepada Komiter Nasional
Indonesia, menyutujui diberlakukannya sistem multi partai di Indonesia, dan
mendesak agar Soekarno membagi kekuasaan hingga membawanya
menduduki jabatan perdana menteri.** Oleh karena itu, Rosihan Anwar tidak
terlalu berlebihan jika menyebut Soetan Sjahrir dalam judul bukunya sebagai
“Demokrat Sejati dan Pejuang Kemerdekaan™, karena Soetan Sjahrir telah
berjasa mempercepat Indonesia menuju sistem penuh keterbukaan

(demokrasi).

Demokrasi adalah sistem yang bersifat dinamis, artinya demokrasi
selalu dalam keadaan bergerak secara terus-menerus, baik bergerak mundur
(negatif) atau bergerak maju (positif), karena itu demokrasi tidak dapat
diartikan “satu untuk selamanya”. Apabila suatu masyarakat berhenti dalam
berproses menuju ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi berarti bisa
dikatakan bahwa masyarakat (Indonesia) tidak lagi demokratis. Oleh karena
itu, demokrasi membutuhkan eksperimentasi dengan cara trial and error.
Sebaliknya, apabila demokrasi diartikan sebagai “satu untuk selamanya”,
sehingga tidak memberikan kesempatan untuk berubah dan berkembang,

maka tidak bisa dikatakan demokrasi melainkan sebuah kediktatoran. Hal

? Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, , terj. Darmono Hardjowidjono, 327.
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tersebut yang menjadikan sebab demokrasi membutuhkan ideologi
keterbukaan atau mungkin demokrasi adalah ideologi terbuka itu sendiri yang
memberikan ruang untuk perubahan dan perkembangan melalui
eksperimentasi bersama.”® Adanya eksperimentasi inilah yang —mungkin-
membuat Soetan Sjahrir dengan berani membawa (mempercepat) Indonesia
yang baru merdeka menuju ke arah demokrasi, karena rakyat Indonesia bisa
mencoba dan mencoba lagi menuju ketatanan negara yang lebih baik.
Demokrasi membutuhkan pengawasan dan pengimbangan (checks
and balances), karena sebagai ideologi yang terbuka, demokrasi merupakan
sistem yang terbuka untuk semua partisipan dan tidak memberikan
kesempatan kepada sebagian unsur untuk mendominasi keseluruhan. Dalam
dinamika kehidupan, seorang -dimungkinkan- bisa dikuasai oleh kepentingan
dirinya sendiri, sehingga diperlukan checks and balances untuk
menghindarkan dari terjadinya “tirani”. Tirani adalah mungsu terbesar dari
demokrasi, melalui tirani lahirlah penguasa yang mengekang kebebasan,
melarang berbicara, dan mengungkapkan pendapat. Di sinilah suatu negara
membutuhkan partai oposisi, yaitu kelompok yang menjalankan checks and
balances terhadap penguasa dan mencegah kemungkinan terjadinya tirani.?
Pada konteks ini, kemungkinan besar Soetan Sjahrir telah
memperkirakan konsekuensi atas tindakannya ‘mempercepat’ Indonesia

menuju ke dalam sistem demokrasi, yaitu lahirnya partai oposisi. Soetan

2% Nurcholish Madjid, “Kebebasan Nurani (Freedom of Conscience) dan Kemanusiaan Universal
Sebagai Pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan”, dalam Elza Peldi Taher (ed), Demokrasi
Politik Budaya dan Ekonomi (Jakarta: Paramadina, 1994), 134-135.

% Ibid., 136-137.
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Sjahrir tidak mengajak semua partai masuk ke dalam kabinetnya. la harus
menjauhkan pihak yang mempunyai latar historis dengan Jepang, agar
Belanda bersedia berunding dengan Indonesia.’” Termasuk Masjoemi sebagai
pihak yang pernah mempunyai hubungan dengan Jepang pada masa
pendudukan (1942-1945).% Artinya, inilah sebab banyak partai yang memilih
menjadi oposisi pada masa pemerintahan Soetan Sjahrir, seperti Masjoemi.
Soetan Sjahrir tidak mengikutsertakan Masjoemi masuk ke dalam kabinetnya,
sehingga Masyumi lebih milih menjadi partai oposisi. Sebuah partai yang
akan selalu melakukan pengawasan dan pengimbangan terhadap
pemerintahan di bawah kemudinya.

Pada masa pemerintahan pertama (November 1945 - Maret 1946),
Soetan Sjahrir mengajak beberapa tokoh Masjoemi masuk dalam kabinetnya,
seperti H. Rasjidi yang menjabat sebagai menteri negara yang bertugas
menangani masalah peribadatan umat Islam® dan M. Nastir yang menjabat
sebagai menteri penerangan. Akan tetapi, Rasjidi dan M. Natsir merasa tidak
diangkat atas nama partai, melainkan atas nama perseorangan.® Artinya,
Soetan Sjahrir terlebih dahulu melepas Rasjidi dan M. Natsir dari status
keterikatannya dengan Masjoemi, partai yang dianggap mempunyai
hubungan dengan Jepang, baru kemudian memasukkan keduanya dalam
jajaran kabinet. Dalam hal ini berarti Masjoemi tidak berdaya dalam

mengendalikan tokoh-tokohnya. Akibatnya, pada masa kabinet Sjahrir yang

2 Tanudirjo et.al, Indonesia Dalam Arus Sejarah, 166.

*® Ibid., 68.

» Azyumardi Azra, “H. M Rasjidi, BA: Pembentukan Kementrian Agama dalam Revolusi”, dalam
Azyumardi Azra (ed), Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosio Politik (Jakarta: PPIM, 1998), 4.
%0 Tanudirjo et.al, Indonesia dalam Arus Sejarah, 166.



34

pertama. Masjoemi lebih memilih menjalankan perpolitikannya sebagai partai
oposisi yang bertugas melakukan pengawasan dan pengimbangan terhadap
pemerintah.

Pada Maret 1946 hingga Oktober 1946, terbuka lagi kesempatan
Masjoemi untuk berkoalisi dengan pemerintah. Setelah Soetan Sjahrir
memasukkan tokoh-tokoh Masjoemi sebagai menteri dalam kebinet kerjanya
yang kedua, seperti H. Rasjidi, Arudji Kartawinata, M. Natsir, dan
Sjafroeddin Prawiranegara, masing-masing sebagai Menteri Agama, Wakil
Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Keuangan. Akan
tetapi, keseluruhan dari tokoh-tokoh Masjoemi yang menjadi menteri lebih
merasa diangkat atas nama pribadi dan bukan atas nama Masjoemi sebagai

31 Masjoemi -yang tetap dianggap mempunyai

partai yang menaunginya.
hubungan dengan Jepang- dan tetap tidak berdaya dalam mengendalikan para
tokohnya lebih memilih untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pada masa kabinet Sjahrir ketiga atau pemerintahan Soetan Sjahrir
yang terkahir (Oktober 1946 hingga Juni 1947), Soetan Sjahrir kembali
membawa enam tokoh Masjoemi ke dalam kursi kabinet. Enam tokoh
tersebut ialah M. Natsir sebagai Menteri Penerangan, Sjafroeddin
Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan, Fathurrahman sebagai Menteri
Agama, Wahid Hasjim sebagai Menteri Negara, Mohamad Roem sebagai

Menteri Dalam Negeri, dan Joesoef Wibisono sebagai Menteri kemakmuran.

Masjoemi menganggap bahwa tokoh-tokoh Islam yang menjabat sebagai

% 1bid., 167.
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menteri dengan cara perseorangan dan meninggalkan nama partainya adalah
sebuah bentuk pengaturan yang dilakukan oleh Soetan Sjahrir, karena takut
dengan tuduhan fasisme dari Belanda.> Sampai pada periode ketiga
pemerintahan Soetan Sjahrir, Masjoemi tetap tidak bisa mengendalikan para
tokohnya yang bersedia menjabat sebagai menteri. Masjoemi juga lebih
memilih menjadi partai oposisi, karena tidak ada tawaran masuk ke dalam
kabinet pemerintahan.

Selama kepemimpinan Soetan Sjahrir, Masjoemi selalu melakukan
pengawasan atas semua kebijakan pemerintah. Akan tetapi, pengawasan yang
dilakukan Masjoemi —dan partai oposisi yang lain- selalu berujung pada
jatuhnya Soetan Sjahrir dari kursi perdana menteri.®® Hal demikian tidak
lantas membuat demokrasi sudah terwujud di Indonesia, karena demokrasi
akan terwujud jika terdapat ketabahan pribadi melihat dirinya salah dan orang
lain benar. Demokrasi akan berjalan, jika individu atau kelompok mampu
meninggalkan sikap “mau menang sendiri”, serta menerima ketentuan bahwa
dengan menjalankan demokrasi berarti menerima jika keinginan dan
pemikiran akan diterima atau dilaksanakan hanya sebagian saja.>* Sebaliknya,
Masjoemi selalu berusaha menjatuhkan Soetan Sjahrir dari kursi perdana
menteri. Masjoemi belum menunjukkan keinginan untuk meninggalkan sikap

“mau menang sendiri”.

%2 Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2010), 198-

199.

% Tanudirjo et.al, Indonesia Dalam Arus Sejarah, 167.
3 Madjid, “Kebebasan Nurani (Freedom of Conscience) dan Kemanusiaan Universal Sebagai
Pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan”, 137-138.
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Terlepas dari Masjoemi yang selalu mengeluarkan tuntutan politik
hingga mengakibatkan jatuhnya kabinet Sjahrir secara beruntun. Masjoemi
telah masuk ke dalam bagian integral dari demokrasi, yaitu eksperimentasi
dengan cara trial and error (coba dan salah) untuk menuju kepada yang lebih
baik dan lebih baik lagi. Pilihan Masjoemi sebagai partai oposisi selama tiga
kali Soetan Sjahrir menjadi perdana menteri —bisa dibilang- telah mendukung
proses demokratisasi (yang dinginkan Sjahrir). Artinya, sejak berdirinya
partai hingga Soetan Sjahrir berhenti menjadi perdana menteri (November
1945-Juni 1947) bisa dikatakan bahwa inti dari perjalanan politik Masjoemi
adalah ikut serta dalam proses demokratisasi atau menancapkan panji-panji
demokrasi dengan menjadi partai oposisi pada masa pemerintahan di bawah

kabinet Sjahrir.



BAB Il

KARIR SOETAN SJAHRIR HINGGA MENJADI PERDANA MENTERI

A. ldeologi dan Pemikiran Soetan Sjahrir dalam Upaya Mengawal

Kemerdekaan

Soetan Sjahrir merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang
menganut faham sosialis. Pendapat demikian dapat dibuktikan melalui
perjalanan hidup Soetan Sjahrir. Ketika sedang menempu studi di
Amsterdam, Belanda, ia merasakan ketenangan tanpa merasakan adanya
situasi genting antara penjajah dan warga yang dijajah. Dalam rantauannya, ia
menjumpai suatu organisasi bernama Amsterdam Sociaal Democratische
Student Club, yaitu organisasi mahasiswa yang mempunyai hubungan dengan
Partai Sosialis Belanda (SDAP). Soetan Sjahrir pun bergabung dengan
organisasi tersebut melalui temannya yang bernama Salomon Tas, ia adalah
ketua dari Amsterdam Sociaal Democratische Student Club. Organisasi ini
menerbitkan sebuah jurnal bernama De Socialist. Soetan Sjahrir aktif
menuangkan pemikirannya dalam jurnal tersebut. Keterkaitan Soetan Sjahrir
dengan faham sosialis juga dapat dibuktikan ketika ia mendirikan Partai
Rakyat Sosialis, yang kemudian bergabung menjadi satu dengan Partai
Sosialis yang diketuai oleh Amir Sjarifoeddin. Pada Februari 1948, Soetan
Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia dan ia sendiri yang menjabat

sebagai ketua umumnya.?

! Zulkifli et.al, Sjahrir-Peran Besar Bung Kecil, 26-29.
2 Mangandaralam, In Memoriam Sutan Sjahrir-Perdjuangan dan Penderitaan, 34.
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Meskipun Soetan Sjahrir menganut faham sosialis, tetapi ia tidak
sefaham dengan golongan sayap Kiri pergerakan sosialis (komunisme) yang
melawan dan bahkan menentang kapitalisme dan imperialisme. Golongan
sosilisme ‘kekirian’ tersebut berusaha menyusun barisan kaum buruh yang
revolusioner dan kemudian melakukan serangan terhadap kaum borjuis.
Mereka mencita-citakan pergaulan hidup yang segala alat penghasilan
merupakan kepemilikan bersama dan pembagian pengahasilan yang
dilakukan secara adil.® Jika demikian, berarti penganut komunisme berusaha

menghilangkan kepemilikan individu.

Berbeda dengan golongan sosialis kekirian dan meskipun Soetan
Sjahrir adalah tokoh yang sependapat untuk melawan kapitalisme dan
imperialisme. Akan tetapi, Soetan Sjahrir tidak sependapat dengan sosialisme
yang berkembang dengan menganut doktrin perjuangan kelas dari Kalr Marx,
misalnya kaum ploretariat melawan tuan tanah. Soetan Sjahrir lebih mencita-
citakan faham sosialis yang muncul melalui kesadaran rakyat dan bersifat
kerakyatan. Sosialisme yang muncul karena kesadaran dan perkembangan
sejarah bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan sendiri dan tanpa

mengisolir diri dari perkembangan dunia internasional.’

Soetan Sjahrir lebih condong atau lebih mengkolaborasikan sosialisme
dengan asas demokrasi dan nasionalisme. Golongan minoritas tidak

diperbolehkan lagi menguasai penghidupan orang banyak, karena keperluan

® Soetan Sjahrir, Pikiran dan Perdjoeangan (Jakarta: Poestaka Rakjat, 1947), 63-64.
* Mangandaralam, In Memoriam Sutan Sjahrir-Perdjuangan dan Penderitaan, 35-38.
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dan keinginan rakyat mayoritas yang harus menjadi pedoman perusahaan dan
penghasilan. Semua alat penghasilan yang memenuhi kebutuhan rakyat harus
berdasarkan kepemilikan bersama dan rakyat harus ikut menjaganya melalui
wakil-wakilnya. Dengan demikian, tujuan utama tidak lagi keuntungan

semata, melainkan lebih pada kemakmuran semua rakyat.”

Soetan Sjahrir mencita-citakan perekonomian Indonesia merdeka
dikelola dengan usaha bersama dengan tidak mematikan kelompok yang
berpenghasilan kecil. Usaha bersama tersebut dilakukan oleh kelompok
penghasilan besar dengan tetap memperhatikan keperluan umum dan
kemauan rakyat.® Pemikiran sosilalis Soetan Sjahrir tetap terdapat cita-cita
kolektif, namun tetap menghargai kepemilikan individu. Tambahan pula
bahwa usaha kolektif tidak boleh mematikan perusahaan kecil yang

dikerjakan oleh orang-seorang.

Soetan Sjahrir menyatakan bahwa sosialime adalah perjuangan dunia
dan nasionalisme adalah perjuangan yang lebih kecil (kebangsaan).
Sosialisme adalah pergerakan internasional yang menentang imperialistis,
tetapi tidak menentang nasionalisme, dan menentang nasionalis yang
imperialistis. Sebab antara sosialis dan nasionalis mempunyai persamaan,
yaitu menentang kapitalisme dan imperialisme dunia.” Adanya
kesinambungan antara sosialime dan nasionasime inilah yang mungkin

mengilhami Soetan Sjahrir dalam menciptakan suatu buah fikir tentang

® Sjahrir, Pikiran dan Perdjoeangan, 65-66.
® Ibid., 65-66.
" Ibid., 66.
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konsep perjuangan yang harus dilakukan rakyat Indonesia untuk
mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan secara utuh dari Belanda yang

ingin kembali menguasai Indonesia.

Pada September 1945, Sekutu dan Belanda kembali memasuki
Indonesia dengan maksud ingin membebaskan interniran perang. Belanda
memanfaatkan keadaan dengan maksud ingin mempertahankan Indonesia
sebagai wilayah jajahan, namun rakyat Indonesia melawan (memberontak)
maksud terselubung tersebut.® Oleh sebab itu, Soetan Sjahrir menciptakan
konsep perjuangan yang jauh dari tindakan konfrontasi dan harus dilakukan -
baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah- Indonesia untuk melawan Belanda.
Pertama, Indonesia harus melakukan revolusi kerakyatan, yaitu dengan
menghilangkan cara berfikir feodal yang telah diwariskan oleh penjajah.
Feodalisme telah menjadikan rakyat di desa mendapatkan diskriminasi
dengan dipandang sebagai setengah budak-belian. Sementara itu, Belanda
ingin menyerang kembali Indonesia melalui feodalisme yang masih melekat
pada rakyat Indonesia. Melalui revolusi kerakyatan, Soetan Sjahrir yakin akan

bisa menutup sejarah kapitalis dan imperialis.’

Kedua, Indonesia harus melakukan revolusi nasional. Pada masa
setelah proklamasi, rakyat Indonesia memiliki semangat revolusi yang
membara, namun masih bercampur dengan faodalisme dan fasisme. Soetan

Sjahrir memandang perlu agar Indonesia secepatnya menghilangkan

 K.M.L Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia — Linggarjati (Jakarta: Gunung Agung,
1986), 25-26.
% Sjahrir, Perdjoeangan Kita, 15-17.
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feodalisme dan menggantikannya dengan semangat demokrasi.®® Ketiga,
Indonesia harus membersihkan tokoh-tokoh yang pernah bekerjasama dengan
Jepang dari kursi-kursi pemerintahan. Kemudian rakyat harus diikut sertakan
dalam membentuk dan menentukan struktur dan urusan negara dengan
menggunakan hak memilih dan dipilih.'* Melalui langkah ini, dapat
dimungkinkan bahwa Belanda tidak lagi menganggap pemerintah Indonesia

sebagai warisan pemerintahan Jepang.

Keempat, Indonesia harus memiliki banyak partai, yaitu partai
revolusioner yang mempunyai ideologi dan teori, mempunyai struktur yang
modern dan efesien, serta dapat mengakomodasi kekuatan masyarakat yang
dapat digunakan untuk menetapkan strategi dan taktik perjuangan.*? Kelima,
Indonesia harus membentuk pemerintahan yang lebih demokratis, sehingga
memungkinkan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semua alat
kekuasaan juga harus didemokratisir, sehingga dapat meminimalisir
pertentangan antar rakyat. Soetan Sjahrir juga memandang perlu dibentuk
dewan-dewan perwakilan rakyat dari desa hingga ke pusat. Melalaui revolusi
terhadap struktur pemerintahan dari tingkat desa hingga pusat, Soetan Sjahrir
yakin bahwa kedudukan Indonesia terhadap dunia luar akan bertambah kuat.
Dunia luar akan menganggap bahwa Indonesia telah sanggup mengatur

dengan rapi negara dan rakyatnya.™®

19 1pid., 19.

1 1bid., 20-21.
12 bid., 21-22.
3 |bid., 22-23.
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Keenam, rakyat Indonesia harus menghilangkan rasa benci terhadap
bangsa asing. Sifat membenci orang asing timbul akibat perasaan kebangsaan
yang membara. Perasaan seperti itu akan menghadapkan Indonesia pada
dunia internasional atas nama kemanusiaan.'* Ketujuh, pembentukan tentara.
Soetan Sjahrir memandang perlu agar Indonesia mempunyai tentara yang
teratur sesuai ukuran zaman, menambah pasukan dengan memanfaatkan para
pemuda untuk berlatih militer, menyusun pendidikan militer, dan
memperbarui alustitanya. Akan tetapi, -meskipun terdapat usaha untuk
memperbaiki militer- Indonesia harus menjauhkan diri dari sistem kenegaraan

militer atau militeristis.*®

Kemungkinan besar Soetan Sjahrir menerapkan ketujuh konsep
perjuangan ini sebagai upayanya dalam mengawal kemerdekaan Indonesia.
Terbukti pada saat menjabat sebagai ketua BP-KNIP, ia mendesak agar
pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa rakyat
diperbolehkan mendirikan partai politik. Hal ini sesuai dengan konsep
keempat, yaitu Indonesia harus memiliki banyak partai. Selanjutnya, pada
saat Soetan Sjahrir menjabat sebagai perdana menteri, ia berusaha
menghilangkan persepsi Belanda bahwa Indonesia yang baru bukan warisan
Jepang. Akibatnya, ia tidak mengajak Masjoemi dan para tokohnya yang
mempunyai hubungan historis dengan Jepang masuk ke dalam kebinetnya.

Hal ini sesuai dengan konsep ketiga, yaitu Indonesia harus membersihkan

% 1bid., 24-26.
5 1bid., 33-34.
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tokoh-tokoh yang pernah bekerjasama dengan Jepang dari kursi-kursi

pemerintahan.

B. Perjalanan Soetan Sjahrir Sebelum Menjadi Perdana Menteri
1. Melanjutkan Gerakan Kemerdekaan di Indonesia

Pada 1931 di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda melakukan
pengawasan ketat terhadap pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh
para pemuda, hingga menangkap Soekarno dan tokoh-tokoh Partai
Nasionalis yang lain.*® Di sisi lain, pada Maret-April 1931 terbentuk
kelompok belajar dengan nama “Golongan Merdeka” yang bergerak pada
bidang jurnalistik dan kemudian -atas saran dari Hatta- berhasil
menerbitkan jurnal “Daoelat Rakjat”. Sementara di Belanda, Soetan
Sjahrir dan Mohammad Hatta menganggap bahwa peristiwa
penangkapan tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia sebagai signal mereka
harus membayar hutang kepada bangsanya, karena telah meninggalkan
tanah-airnya yang sedang dijajah oleh bangsa asing selama sembilan
tahun (khususnya Hatta).!” Selagi Mohammad Hatta terlebih dahulu
menyelesaikan doktoradusnya, pada pertengahan November 1931,
Soetan Sjahrir memutuskan kembali atau pulang ke tanah-air untuk
membangun bangsanya dan untuk mendapatkan pengaruh politik atau

meneruskan perjuangan kemerdekaan.®

16 Rudolf Marzek, Sjahrir Politik dan Pengasingan Di Indonesia, terj. Mochtar Pabolingi (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1996), 117-118.

" Ibid.,130-131.

*® Ibid., 135-136.
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Pada Februari 1932 di Yogyakarta, Golongan Merdeka
mengadakan kongres yang berhasil mendirikan Partai Nasionalis
Indonesia Pendidikan atau PNI Baru dengan Soekemi sebagai ketuanya.
Pada Juni 1932, PNI Baru mengadakan kongres di Bandung. Kongres
menunjuk Soetan Sjahrir sebagai ketua dan Soekemi sebagai wakilnya.
Beberapa bulan kemudian, Mohammad Hatta tiba di tanah-air dan
langsung melakukan perubahan pada kepemimpinan PNI Baru.
Mohammad Hatta mengambil alih kepemimpinan dan didampingi Soetan
Sjahrir sebagai wakilnya, ia juga memindahkan pusat kegiatan ke Jakarta.
Soetan Sjahrir dan Mohammad Hatta, melalui PNI Baru, melakukan
pergerakan yang lebih radikal dibanding PNI zaman Soekarno. Apabila
Soekarno lebih mengutamakan kuantitas massa dengan segala aksi-
aksinya, PNI Baru di bawah komando Mohammad Hatta dan Soetan
Sjahrir lebih mengutamakan kualitas partai melalui pendidikan kader.*®
Hal ini mengartikan bahwa Soetan Sjahrir dan Mohammad Hatta berhasil
melanjutkan pergerakan nasional yang sempat terhenti sepeninggal
Soekarno.

2. Menjadi Tahanan Politik

Belanda merasakan khawatir terhadap pergerakan PNI Baru di
bawah pimpinan Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir. Pada Februari
1934, Belanda menangkap Soetan Sjahrir dan memenjarakannya ke

penjara Cipinang, sedangkan Mohammad Hatta ditahan di penjara

19 Zufkifli et.al, Shajrir — Peran Besar Bung Kecil, 34-35.
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Gelodok. Pada 9 Desember 1934, Belanda mengeluarkan keputusan
bahwa Soetan Sjahrir dan tokoh-tokoh yang lain harus diasingkan ke
Boven Digul, Papua. Pada awal 1935, Sjahrir dan tokoh-tokoh yang lain
tiba di Digul dan menghabiskan hari-harinya sebagai tahanan politik.?
Pada Januari 1936, Belanda memutuskan untuk memindahkan
Soetan Sjahrir dan tokoh-tokoh yang lain ke tempat yang lebih layak,
yaitu Banda Neira. Pada 11 Februari 1936, Soetan Sjahrir dan tokoh-
tokah yang lain tiba di Banda Neira.”* Tokoh-tokoh lain, seperti Iwa
Koesoema Soemantri dan dr. Tjipto Mangoenkusoemo juga di tahan di
pulai ini.?*> Banda Neira menjadi tempat kedua bagi Soetan Sjahrir dalam
menjalani hari-harinya sebagai tahanan politik, sebelum dipindahkan lagi
ke penjara.
3. Gerakan Bawah Tanah Pada Masa Pendudukan Jepang
Pada 31 Januari 1942 atau ketika Jepang mulai memasuki wilayah
Indonesia, Belanda memindahkan Soetan Sjahrir dan Mohammad Hatta
ke kompleks polisi Sukabumi, Jawa Barat. Pada 8 Maret 1942, Belanda
menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Secara otomatis Jepang juga
mempunyai hak kekuasaan atas kompleks kepolisian Sukabumi, namun
Jepang mengabaikan dan mempersilahkan Soetan Sjahrir dan
Mohammad Hatta yang notabenenya adalah tokoh gerakan nasional
untuk keluar kompleks kepolisian Sukabumi. Akan tetapi, keduanya tetap

tinggal di kompleks kepolisian dan membangun jaringan gerakan dari

% Ibid., 37-38.
2! Marzek, Sjahrir Politik dan Pengasingan Di Indonesia, 286.
22 M. Burhan Bungin, Destinasi Banda Neira (Jakarta: Kakilangit Kencana, 2010), 37.
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tempat tersebut. Pada Awalnya, Soetan Sjahrir dan Mohammad Hatta
bersepakat bahwa Soetan Sjahrir yang harus memimpin gerakan di
bawah tanah. Di sisi lain, Mohammad Hatta berpura-pura mendukung
pemerintahan Jepang, agar Mohammad Hatta dapat melindungi
koleganya yang berjuang melawan Jepang.?® Dari kesepakatan inilah,
Soetan Sjahrir memulai perjalanannya dalam menyusun jaringan yang
pro-kemerdekaan di berbagai daerah dan menyusun gerakan perlawanan
terhadap Jepang.

Pada perkembangannya, Soekarno telah kembali dari tempat
pengasingannya di Sumatera. Pada Juli 1942, Soekarno menemui
Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir di rumah Mohammad Hatta.
Ketiganya membuat kesepakatan bahwa Soekarno dan Mohammad Hatta
akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Soetan
Sjahrir tetap harus menyusun kekuatan di bawah tanah.?* Pertemuan ini
telah mempertegas peran yang harus dijalankan Soetan Sjahrir, yaitu
melakukan perlawanan kepada Jepang.

Soetan Sjahrir menjalankan perananya dengan baik, ia menjaring
kekuatan dengan berbagai diskusi dengan teman-temanya, seperti Soetan
Takdir Alisjabana, dr. Soedarsono, dan lain-lain. la juga memantau
kondisi Jepang dalam perang melawan sekutu melalui siaran radio.”

Ketika Soetan Sjahrir mendengar berita bahwa Jepang hampir kalah dari

23 zufkifli et.al, Shajrir — Peran Besar Bung Kecil, 50.

% Rosihan Anwar, Sutan Sjahrir Demokrat Sejati — Pejuang Kemerdekaan 1909-1966 (Jakarta:
Kompas Media Nusantara, 2010), 46.

% Ibid., 47-49.
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sekutu. la meminta Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan,
namun Soekarno lebih memilih menunggu persetujuan pemerintah
Jepang. Kemudian Soetan Sjahrir menemui Tan Malaka, namun Tan
Malaka juga tidak bersedia memproklamirkan kemerdekaan. Pada 14
Agustus 1945, Soetan Sjahrir mendengar berita kekalahan Jepang dan
kemudian menemui Soekarno. Akan tetapi, Soekarno tetap menolak
memproklamirkan kemerdekaan.?® Karena hal itu, Soetan Sjahrir setuju
dengan para pemuda yang berusaha meyakinkan kepada Soekarno-Hatta
bahwa Jepang telah mengalami kekalahan.?” Sebuah kejadian yang
kemudian berujung pada peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke
Rengas Dengklok.
4. Menjadi Ketua BP-KNIP

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia yang diwakili oleh Soekarno dan
Mohammad Hatta memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka.
Soekarno menjabat sebagai Presiden dan Mohammad Hatta menjabat
sebagai wakil presiden. Pada 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia yang
berfungsi sebagai parlemen sementara. Meskipun mempunyai kedudukan
sebagai parlemen, namun Komite Nasional Indonesia bertugas membantu
Soekarno dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem seperti ini yang
mengakibatkan Belanda berkesempatan membuat isu bahwa kedudukan

Soekarno sebagai kekuasaan yang totaliter dan mencerminkan sebagai

26 zufkifli et.al, Shajrir — Peran Besar Bung Kecil, 54-55.
2" Marzek, Sjahrir Politik dan Pengasingan Di Indonesia, 471-472.
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pemerintahan warisan Jepang.”® Situasi yang serba sulit inilah yang
mungkin telah mendorong para tokoh muda untuk meluruskan kembali
fungsi KNIP.
Pada 7 Oktober 1945, 50 anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
—yang kebanyakan- dari tokoh pemuda dan tokoh sosialis memberikan
petisi kepada Soekarno agar mengganti kedudukan KNIP dari pembantu
presiden menjadi badan legislatif yang berdiri sendiri. Pada 16 Oktober
1945, Mohammad Hatta mengeluarkan Makloemat No. X sebagai
kekuatan hukum dalam memberikan fungsi legislatif kepada KNIP. Pada
hari yang sama, Komite Nasional Indonesia menyepakati dibentuknya
Badan Pekerja KNIP untuk melaksanakan tugas Komite sehari-hari.
Komite Nasional Indonesia juga menunjuk Soetan Sjahrir sebagai Ketua
Badan Pekerja.?® Setelah menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja berarti
Soetan Sjahrir telah mengakhiri tugasnya dalam menyusun kekuatan di
bawah tanah. Soetan Sjahrir kembali ke “permukaan” untuk tugas yang
lebih berat, yaitu mengambil alih kemudi pemerintahan untuk merebut
kedaulatan yang seutuhnya dari Belanda.
C. Perjalanan Soetan Sjahrir Saat Menjabat Sebagai Perdana Menteri
(1945-1947)
Mr. Ahmad Soebardjo menyebut peristiwa munculnya Soetan Sjahrir
ke dalam kursi pemerintahan Indonesia dengan istilah “kudeta tak berdarah”.

Soetan Sjahrir yang menyuarakan agar perjuangan kemerdekaan Indonesia

%8 Bernhard Dahm, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES,
1987), 389.
# 0. E. Engelen, Lahirnya Satu Bangsa dan Negara (Jakarta: Ul Press, 1997), 201-205.



49

harus dicapai melalui jalan perundingan telah membuat Soekarno bimbang.
Sementara Soekarno juga mempunyai pandangan yang sama bahwa
perundingan adalah jalan yang ideal untuk mencapai kemerdekaan yang
seutuhnya. Di pihak lain, Belanda menolak berunding dengan
pemerintahannya dengan tuduhan sebagai pemerintahan kolaborator Jepang.
Oleh sebab itu, Soekarno bersedia menghadirkan citra pemerintahan yang
demokratis dengan membagi kekuasaanya kepada Soetan Sjahrir yang jauh
dari tuduhan kolaborator Jepang.*® Selain karena mempunyai pandangan yang
sama dengan  Soetan  Sjahrir, kemungkinan  Soekarno  juga
mempertimbangkan beberapa alasan lain, seperti latar belakang pendidikan
Soetan Sjahrir yang telah mengenyam pendidikan Belanda, serta
pergulatannya dalam organisasi sosialis di Belanda. Artinya, apabila Soetan
Sjahrir memimpin Indonesia, maka Indonesia akan mempunyai kekuatan
yang seimbang dengan kedudukan Belanda di meja perundingan.

Pada 14 November 1945, Soetan Sjahrir diangkat sebagai perdana
menteri Indonesia. Akan tetapi, pada 28 Februari 1946, Soetan Sjahrir harus
mengakhiri perjalannya sebagai perdana menteri, karena pihak oposisi yang
selalu memberikan batu sandungan. la juga harus membubarkan susunan
kabinet atau menteri-menterinya, antara lain yaitu Soetan Sjahrir (merangkap)
sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, Amir Sjarifoeddin
sebagai Menteri Kemanan Rakyat.*> Mr. Soewandi sebagai Menteri

Kehakiman, Soenarjo Kolopaking sebagai Menteri Keuangan, Ir. Darmawan

%0 Anwar, Sutan Sjahrir Demokrat Sejati — Pejuang Kemerdekaan 1909-1966, 68-71.
3! Suryanegara, Api Sejarah 2, 195.
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Mangoenkoesoemo sebagai Menteri Kemakmuran, Ir. Abdoel Karim sebagai
Menteri Perhubungan, Ir. Poetoehena sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Dr.
Adji Darmo Tjokronegoro sebagai Menteri Sosial, Dr. Mr. TSG. Moelia
sebagai Menteri Pengajaran, Dr. Darma Setiawan sebagai Menteri Kesehatan,
H. Rasjidi sebagai Menteri Negara yang menangani masalah keagamaan.®?
Pada 2 Maret 1946, Soekarno kembali mengangkat Soetan Sjahrir
sebagai perdana menteri dengan membawahi kebinet yang lebih baik dari
sebelumnya. Akan tetapi, ketika pihak oposisi melakukan penculikan pada
dirinya dan beberapa menteri pada akhir Juni hingga awal Juli 1946. Soetan
Sjahrir harus menghentikan perjalannya sebagai perdana menteri, begitu juga
dengan menteri-menteri yang dibawahinya. Susunan kabinetnya yaitu Soetan
Sjahrir (merangkap) sebagai Menteri Luar Negeri, H. Agoes Salim sebagai
wakil Menteri Luar Negeri, Amir Sjarifoeddin sebagai Menteri Pertahanan,
Aroedji Kartawinata sebagai wakil Menteri Pertahanan, M. Nastir sebagai
Menteri Penerangan, Ir. Soerahman dari Partai Nasionalis Indonesia sebagai
wakil Menteri Keuangan, Sjafroeddin Prawiranegara sebagai Menteri
Keuangan, H. Rasjidi sebagai Menteri Agama.*®* Dr. Soedarsono sebagai
Menteri Dalam Negeri, Mr. Soewandi sebagai Menteri Kehakiman, Mr. Hadi
sebagai Wakil Menteri Kehakiman, Ir. Rasad sebagai Menteri Pertanian, Ir.
Saksono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo
sebagai Menteri Perdagangan/Perindustrian, Ir. Abdoel Karim sebagai

Menteri Perhubungan, Ir. Djoeanda sebagai Wakil Menteri Perhubungan, Ir.

%2 Umar Sabiring, “Kebijakan Politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir Untuk Mempertahankan
Kemerdekaan RI” (Lampung: FKIP UNILA, 2014), 9.
%3 Suryanegara, Api Sejarah 2, 196-198.
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Poetoehena sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Laoh sebagai Wakil
Menteri Pekerjaan Umum, Maria Oelfa Santoso sebagai Menteri Sosial,
Abdoel Madjid Djojohadiningrat sebagai Wakil Menteri Sosial, Dr. Darma
Setiawan sebagai Menteri Kesehatan, Dr. J. Leimena Wakil Menteri
Kesehatan, Wikana sebagai Menteri Negara.**

Pada 2 Oktober 1946, Soekarno mengembalikan mandat perdana
menteri kepada Soetan Sjahrir dan menjadikannya sebagai perdana menteri
dengan tiga kali masa jabatan secara beruntun. Pemerintahan Soetan Sjahrir
yang ketiga juga tidak bertahan lama, sama seperti yang terjadi pada
pemerintahan pertama dan kedua, harus berakhir pada 27 Juni 1947.% Akan
tetapi, pada masa jabatan yang ketiga, Soetan Sjahrir membawahi kebinet
dengan susunan menteri yang lebih banyak.

Susunan menterinya yaitu Soetan Sjahrir merangkap sebagai Menteri
Luar Negeri dan Agoes Salim sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Mohamad
Roem sebagai Menteri Dalam Negeri dan Wijono sebagai Wakil Menteri
Dalam Negeri, M. Natsir sebagai Menteri Penerangan dan A.R. Baswedan
dari wakil komunitas Arab sebagai Wakil Menteri Penerangan, Maria Oelfa
Santoso dari non-partai sebagai Menteri Sosial, Sjafroeddin Prawiranegara
sebagai Menteri Keuangan dan Loekman Hakim sebagai Wakil Menteri
Keuangan, Fatoerrahman sebagai Menteri Agama, A.K. Gani sebagai
Menteri Ekonomi dan Joesoef Wibisono sebagai Wakil Menteri Ekonomi,

Wahid Hasjim sebagai Menteri Negara, Tan Po Gwan dari wakil komunitas

3 Sabiring, “Kebijakan Politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir Untuk Mempertahankan
Kemerdekaan RI”, 9-10.
% Suryanegara, Api Sejarah 2,198.
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Cina sebagai Menteri Negara, Setiaboedi Douewes Dekker dari wakil
komunitas  Indo-Eropa  sebagai Menteri  Negara, Sri  Soeltan
Hamengkoeboewono X sebagai Menteri Negara, Wikana dari komunis
sebagai Menteri Negara.*®* Amir Sjarifoeddin sebagai Menteri Keamanan
Rakyat dan Harsono Tjokroaminoto sebagai Wakil Menteri Keamanan
Rakyat, Soesanto Tirtoprodjo sebagai Menteri Kehakiman, Hadi Thayeb
sebagai Wakil Menteri Kehakiman, Darma Setiawan sebagaai Menteri
Kesehatan dan J. Leimena sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Djoeanda
Kartawidjaja sebagai Menteri Komunikasi dan Setiadjid sebagai Wakil
Menteri Komunikasi, Poetoehena sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Laoh
sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Soewandi sebagai Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Goenarso sebagai Wakil Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Abdoel Madjid Djojohadiningrat sebagai Wakil Menteri

Sosial, Sudarsono sebagai Menteri Negara.*’

Keberhasilan Soetan Sjahrir menjabat perdana menteri tiga kali secara
beruntun, karena —secara tidak langsung- Soetan Sjahrir telah berhasil
mempengaruhi pertimbangan Soekarno untuk mengangkatnya kembali
menjadi perdana menteri. Pertimbangannya ialah Soetan Sjahrir sebagai
tokoh yang sepaham dengan Soekarno dengan jalan perundingan. Sementara
tokoh-tokoh lain dalam partai oposisi lebih memilih jalan konfrontasi (non

diplomasi) daripada harus berunding dengan Belanda. Salah satunya ialah

*° Ibid., 198-199.
% Sabiring, “Kebijakan Politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir Untuk Mempertahankan
Kemerdekaan RI”, 10.
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Tan Malaka, tokoh yang menjadi motor gerakan oposisi dalam Persatoean
Perjdoeangan (Masjoemi masuk dalam Persatoean Perjdoengan) menyatakan
bahwa pihaknya tidak menyukai perundingan dengan pihak mana pun,
sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan 100%. Tan Malaka dan pihaknya
juga akan terus memberontak, selama musuh masih berada di tanah-air dan

selama masih ada satu kapal di bibir pantai Indonesia.*®

Adanya usaha untuk mengangkat Soetan Sjahrir sebagai perdana
menteri secara tiga kali beruntun telah menjadikan demokrasi belum
sepenuhnya terwujud dalam pemerintahan Indonesia. Soetan Sjahrir —secara
tidak langsung- belum meninggalkan sikap “mau menang sendiri” dan belum
menerima ketentuan bahwa demokrasi akan menghasilkan diterimanya dan
dilaksanakanya hanya sebagian dari keinginan dan pemikirannya. Hal ini
memberikan kesan bahwa perjalanan Soetan Sjahrir sebagai perdana menteri
sama otoriternya seperti Soekarno dan jauh dari demokrasi. Akan tetapi,
karena ada partai oposisi yang selalu mengawasi kebijakan-kebijakan
pemerintah. Artinya masih dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi
masih terus berjalan pada masa pemerintahan Soetan Sjahrir, karena proses
trial and error sebagai bagian integral dari konsep demokrasi masih terus

berjalan.

% AH. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan 3 — Diplomasi Sambil Bertempur (Bandung:
Angkasa, 1978), 72.



BAB IV

HUBUNGAN MASJOEMI DAN PERDANA MENTERI SOETAN

SJAHRIR (1945-1947)

A. Situasi Indonesia Pasca Kemerdekaan

Rakyat Indonesia harus merebut kekuasaan dan mengusir Jepang yang
masih  bertahan menduduki instansi pemerintahan untuk mendapat
kedaulatannya. Sebagian daerah berhasil merumahkan orang-orang Jepang
dan melarang mereka masuk di berbagai kantor pemerintahan. Para pemuda
juga menyerang camp-camp militer Jepang dan melucuti segala alustitanya.
Pada September hingga Desember 1945, pemimpin di setiap daerah yang
berhasil merebut kekuasaan dari Jepang, menyatakan diri sebagai pemerintah
Republik Inodonesia. Upacara pengibaran bendera merah-putih dilakukan
sebagai simbol telah berdirinya kedaulatan. Pemerintah dibantu oleh rakyat,
tarutama para pemuda mengancam akan memberikan tindakan keras terhadap
pihak-pihak yang mencoba menentang pemerintahan.! Seharusnya rakyat bisa
bernafas lega setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Akan
tetapi, realitanya mereka harus menunda kebahagian untuk memperkokoh
kedaulatan bangsanya.

Pada 19 September di Jakarta, rakyat Indonesia bersitegang dengan
militer Jepang di lapangan lkada. Sementara pada 26 September di
Yogyakarta, pegawai (rakyat Indonesia) dari perusahaan dan instansi Jepang

melakukan aksi mogok kerja untuk mendesak Jepang agar menyerahkan

pusponegoro et.al, Sejarah Nasional Indonesia IV, 110.
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instansi dan perusahaan yang mereka kuasai. Pada 7 Oktober di Kota Baru,
koalisi antara BKR dan Pemuda Polisi Istimewa berhasil melumpuhkan
Otsuka Butai. Sementara pada 8 Oktober di Sumatera Selatan, rakyat
melakukan demonstrasi yang berujung terusirnya Jepang dari wilayahnya.
Pada 12 Oktober di berbagai daerah wilayah Aceh, para pemuda berhasil
melucuti senjata militer Jepang.?

Pada 14 Oktober di Semarang, para pemuda mengangkut 400 orang
Jepang dari pabrik gula Cepiring ke Semarang. Insiden yang melecut
terjadinya pertempuran lima hari di Semarang. Pada 13 Desember di Bali,
para pemuda yang tergabung dalam AMI dan PRI berusaha melakukan
perundingan dengan pihak Jepang. Akan tetapi, perundingan berjalan buntu,
sehingga para pemuda tersulut melakukan penyerangan untuk merebut
kekuasaan dari Jepang. Sementara pada bulan Desember di berbagai daerah di
Sumbawa, para pemuda melakukan penyerangan sebagai usaha untuk
melucuti alustita militer Jepang.®

Pada waktu yang bersamaan, pihak Belanda dan Sekutu mulai
merangkak masuk di berbagai daerah di Indonesia pada awal September.
Kedatangan sekutu dengan niat untuk membebaskan prajurit mereka yang
ditawan oleh Jepang di berbagai wilayah di Indonesia. Di satu pihak, Belanda
memanfaatkan niat tersebut sebagai sampul baru untuk kembali marebut

kekuasaan atas bekas tanah jajahannya.® Artinya, rakyat Indonesia harus

2 |bid., 106.
% Ibid., 104-106.
*bid., 121.
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semakin bekerja keras dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, yaitu
berusaha membendung Belanda agar tidak kembali menduduki Indonesia.

Pada 13 September 1945 di Gorontalo, sekitar 600 pemuda merampas
senjata-senjata dari markas militer Jepang. Kedaulatan negara berhasil
ditegakkan tanpa berunding dengan pihak militer Australia. Sementara pada
19 September di Surabaya, para pemuda kembali bentrok dengan orang
Belanda (bekas tawanan Jepang) yang mengibarkan bendera merah-putih-biru
di Hotel Yamato. Para pemuda pun berhasil memanjat atap hotel dan
merobek warna biru pada bendera. Peristiwa yang menjalar hingga terjadinya
perang 10 November.’

Pada 20 Oktober 1945 di Jawa Tengah, Brigadir Bethell dan
pasukannya masuk ke Semarang dengan niat untuk membebaskan tawanan
perang yang berada di penjara Ambarawa. Akan tetapi, mereka membonceng
NICA dalam niatnya. Pada 26 Oktober 1945, terjadi ketegangan di Magelang
yang menjalar menjadi pertempuran antara TKR dengan tentara sekutu.
Peristiwa tersebut melahirkan perang Ambarawa yang terjadi pada 20
November hingga berakhir pada 15 Desember 1945. Pasukan Indonesia
mendapatkan kemenangan, setelah menyerang sekutu dari sisi selatan
Semarang dan berhasil memukul mundur militer sekutu menuju Semarang.®

Pada 9 Oktober 1945, pasukan sekutu mulai masuk ke Sumatera Utara
dengan niat yang sama. Akan tetapi, niat tersebut juga berangsur berubah

untuk kembali menduduki Indonesia. Para pemuda marah dengan tindakan

% Ibid., 102.
® Ibid., 116-118.
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tersebut, hingga melahirkan perang yang berlarut-larut. Perang tersebut
terkenal dengan sebutan Pertempuran Medan Area. Sementara pada 28
Oktober 1945 di Sulawesi, para pemuda yang tidak puas dengan kinerja Dr.
Sum Ratulangi berusaha menduduki studio radio dan kantor polisi. Akan
tetapi, usaha mereka berhasil dilucuti oleh tentara Australia yang telah

bersiap-siaga.’

Soetan Sjahrir gelisa ketika menyaksikan berbagai pertempuran yang
terjadi di Indonesia. Soetan Sjahrir menilai bahwa perjuangan yang dilakukan
oleh segenap lapisan rakyat tidak didukung oleh pembentukan pemerintahan
yang solid, sehingga negara yang baru terbentuk terkesan menjadi bangsa
yang tidak berpemerintah. Di samping itu, rakyat yang gelisa memerlukan
pendidikan dan pengetahuan untuk mengatasi persoalan kemasyarakatan yang
berkaitan dengan masalah pemerintahan. Akibatnya, perjuangan kemerdekaan
yang dilakukan terlihat seperti agitasi yang tidak jelas siapa yang
menghendaki terjadinya.® Sementara Belanda terus melancarkan aksi
militernya dan tidak bersedia berunding dengan Soekarno-Hatta yang
dianggap sebagai pemerintah buatan Jepang yang fasis dan feodal. Soetan
Sjahrir yang semakin gelisa -dengan dibantu koleganya- melakukan ‘kudeta
halus’ teradap kekuasaan Soekarno, hingga membawanya ke pucuk
pemerintahan sebagai perdana menteri.® Soetan Sjahrir melakukan tindakan

yang tidak bisa diartikan sebagai pemberontakan, melainkan sebuah strategi

" Ibid., 119-120.
8 Sjahrir, Perdjoeangan Kita, 7.
% Zulkifli et.al, Sjahrir-Peran Besar Bung Kecil, 81.
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untuk membuat keseimbangan dalam tubuh pemerintah. Soetan Sjahrir
dengan elegan memaksa Soekarno agar membagi kekuasaanya, sehingga
pemerintahan Indonesia tidak terkesan otoriter dan segera mungkin bisa

melakukan perundingan dengan Belanda.
B. Kebijakan Pemerintah Di Bawah Pimpinan Soetan Sjahrir

Pada masa awal kepemimpinannya, Soetan Sjahrir melihat bahwa
Indonesia belum mempunyai alat dan kekuasaan kenegaraan yang tersusun
rapi. Indonesia juga belum mempunyai organisasi sebagai pimpinan pusat
yang tersusun rapi, baik di lapangan militer, politik, dan ekonomi. Soetan
Sjahrir menyuarakan bahwa satu-satunya jalan dalam memperjuangkan
kedaulatan Indonesia adalah dengan cara diplomasi, karena dengan diplomasi
akan membawa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan
Belanda.’® Melalui kebijakan diplomasi, Soetan Sjahrir telah menjauhkan
perjuangan dengan cara konfrontasi dalam menghadapi Belanda. Hal inilah

yang mengakibatkan kebijakan-kebijakan Soetan Sjahrir terkesan lembek.

Soetan Sjahrir menyetujui perjanjian dengan Sekutu untuk
melepaskan dan memulangkan interniran, baik dari tentara sekutu maupun
tentara Jepang. Sjahrir juga mengutus TKR untuk membantu sekutu dalam
menjalankan tugasnya. Kebijakan yang dibuat Sjahrir tersebut telah
memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu

memanajemen pemerintahannya sendiri dan mampu untuk menghormati

10 Sekretariat Dewan Partai Sosialis Indonesia, Politik dan Diplomasi (Jakarta: Djakarta Press,
1956), 13.
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perjanjian internasional. Kebijakan yang dibuat Sjahrir juga telah membuka
lembaran hubungan baik dengan Amerika dan Inggris sebagai pihak sekutu.
Sjahrir memanfaatkan hubungan baik yang mulai terjalin dengan mengekspor
karet dan kopra kepada dua negara dikdaya tersebut. Hubungan ekonomi
yang terjadi telah membuat Indonesia memperoleh kucuran dana segar, serta

dapat merobohkan blokade ekonomi yang dibuat oleh Belanda.**

Soetan Sjahrir sangat cermat dalam melihat komposisi tentara Sekutu
yang masuk ke Indonesia, yaitu sebagian besar diisi oleh tentara-tentara India.
Sementara krisis pangan sedang terjadi pada bangsanya, India. Soetan Sjahrir
melihat kesempatan emas dari situasi tersebut. Pada April 1946, ia membuat
kebijakan untuk mengirim bantuan beras ke India. Pemerintah India
menyambut niat baik dari Indonesia dengan memberikan balasan berupa
pengiriman tekstil dan obat-obatan. Tentara Indonesia yang diberi mandat
untuk menyalurkan bantuan melaksanakan tugasnya dengan baik. Satu
keadaan yang menyentuh hati para tentara Sekutu dari bangsa India. Tentara
India (sekutu) rela mejinjing dan memikul beras bersama tentara Indonesia ke
kapal-kapal milik India.*® Pertukaran kebutuhan pokok ternyata mampu

membuat kedua negara saling berjabat tangan dan menjalin persahabatan.

Pada akhir 1945 dan awal 1946, Soetan Sjahrir melakukan sebuah
gebrakan dengan menjadikan Jakarta sebagai kota Internasinoal. Sebagai
langkah awal, Soetan Sjahrir mengutus segala kekuatan bersenjata (tentara

dan laskar) untuk meninggalkan Jakarta. Langkah kedua yang dilakukan

1 Zulkifli et.al, 92-96.
12 1hid., 92-94.
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adalah memprakasai diadakanya pameran lukisan dan kesenian di Jakarta.
Pameran tersebut mampu menarik perhatian wartawan internasional dan
warga negara asing yang berada di Jakarta. Program Jakarta kota
Internasional mampu merubah image Jakarta menjadi kota yang kondusif.*®
Melalui program tersebut Soetan Sjahrir mencoba untuk memperlihatkan
kepada sekutu bahwa Jakarta adalah kota yang aman untuk dijadikan tempat
berunding dan bahwa perjuangan Indonesia dalam mempertahankan
kedaulatannya dilakukan oleh orang-orang yang beradab dan berbudaya,

bukan oleh orang fasis dan feodal.

Pada 10 Februari 1946, Soetan Sjahrir dan Van Mook tiba di Jakarta
dan bersedia melakukan perundingan. Dalam perundingan tersebut, Van

Mook menyampaikan pokok-pokok usulannya sebagai berikut :

a. Membentuk suatu persemakmuran Indonesia dalam lingkungan
kerajaan Belanda yang tersusun atas negara-negara bagian dengan
pemerintahan sendiri.

b. Persoalan dalam negeri menjadi urusan Indonesia, sedangkan urusan
luar menjadi urusan pemerintah Belanda.

c. Membentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun, sebelum

dibentuknya persemakmuran.

3 1bid., 85-86.
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d. Setelah konstitusi berlaku, pemerintah Belanda secepatnya
mengajukan penerimaan persemakmuran Indonesia sebagai anggota

PBB.Y

Sjahrir dengan tegas menolak usulan Van Mook. Pada tanggal 12
Maret 1946, Soetan Sjahrir di lantik menjadi perdana menteri untuk kedua

kalinya. Sehari kemudian, ia mengajukan usul yang isinya sebagai berikut :

a. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh di
wilayah Hindia Belanda dan membantu Indonesia menjadi anggota PBB.

b. Hutang Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungan
pemerintah RI.

c. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan pada masa tertentu. Urusan
luar negeri dan pertahanan diserahkan pada suatu badan federasi yang
anggotanya terdiri atas pihak Belanda dan Indonesia.

d. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan selama perundingan

berlangsung semua aksi militer harus dihentikan.®

Belanda tidak bersedia menerima konsep yang diusulkan Sjahrir.
Kemudian Van Mook mengajukan usulan baru melalui Clark Kerr yaitu

sebagai berikut :

a. Republik yang meliputi Jawa menjadi peserta dalam sebuah negara federal

yang merdeka.

¥ pysponegoro et.al, Sejarah Nasional Indonesia IV, 124.
*® Ibid.,125.



62

b. Republik akan menyetujui penempatan pasukan Belanda di daerah guna
melaksanakan tugas-tugas Sekutu.
c. Republik dan semua wakil negara bagian akan bermusyawarah tentang

negara Indonesia dan hubungan-hubungannya dengan kerajaan Belanda.'®

Pada tanggal 27 Maret 1946, Sjahrir mengajukan usulan baru kepada

Van Mook sebagai berikut :

a. Belanda harus mengakui kekuasaan de facto Republik atas Jawa dan
Sumatera,

b. Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk RIS.

c. Republik Indonesia bersama Nederland, Suriname, Curacao, menjadi

himpunan kenegaraan Belanda.’

Pada 4 April 1946, Soetan Sjahrir kembali mengupayakan
perundingan dengan Belanda di Hooge Vulewe, Belanda. Soetan Sjahrir
menunjuk para menterinya, seperti Soewandi, Soedarsono, Abdoe al-Karim

Pringgodigdo untuk mengajukan tiga konsep, antara lain yaitu:

a. Pengakuan terhadap Indonesia sebagai pengemban kekuasaan di seluruh
bekas Hindia-Belanda

b. Pengakuan de facto atas wilayah Jawa dan Madura

c. Menjalin kerja sama atas persamaan derajat antara Indonesia dan

Belanda.®

16 |
Ibid., 126.
7 G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Hingga Linggarjati
(‘Yogyakarta: Kanisius, 1988), 126.
*® Ibid., 165-166.
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Batavia Concept dan Perjanjian Hooge Veluwe berakhir dengan tidak
menghasilkan suatu kesepakatan apapun. Pada 2 Mei Van Mook kembali
mengajukan usulan baru. Pada 17 Juni pihak pemerintah Indonesia
menolaknya, karena tidak mengandung suatu hal yang baru.*® Soetan Sjahrir
telah gagal mencapai kesepakatan dengan pihak Belanda, namun ia telah
berhasil menanamkan kepercayaan atas rasa aman kepada lawan untuk
menyelesaikan permasalah dengan jalan damai. Pada prinsipnya Soetan
Sjahrir telah membuka jalan bagi kedua negara untuk tetap duduk bersama

dalam menyelesaikan permasalahan di kemudian hari.

Pada 29 Agustus 1946, Inggris mengutus Lord Killearn ke Asia
Tenggara sekaligus sebagai penengah konflik antara Indonesia dengan
Belanda. Lord Killearn meminta dua hal kepada Indonesia-Belanda, yaitu
melakukan gencatan senjata dan menciptakan suasana baik, serta agar kedua
belah pihak berusaha mendapatkan penyesuaian politik melalui diplomasi.”°
Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di
Jakarta, Lord Killearn memimpin perundingan yang menghasilkan
persetujuan gencatan senjata dan membuka pintu untuk meneruskan

perundingan di Linggarjati pada 10 November 1946.%

Dalam Perjanjian Linggarjati, pihak Indonesia dipimpin oleh Soetan

Sjahrir dan perwakilan Indonesia dipimpin oleh Schermerhorn. Perundingan

9 pysponegoro et.al, Sejarah Nasional Indonesia 1V,127.

2Amanat presiden Soekarno pada ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus
1947 Di Jogjakarta, dalam Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi (Jakarta: Panitia Penerbit Di
Bawah Bendera Revolusi, 1965), 23.

2! Sekretariat Dewan Partai Sosialis Indonesia, Politik dan Diplomasi, 15.
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berjalan alot dan kebuntuhan terjadi saat membahas mengenai pembentukan
Negara Indonesia Serikat. Perundingan yang alot sangat menguras tenaga,
hingga Sjahrir mengalami kelelahan. Schermerhorn memanfaatkan moment
tersebut dengan menemui Soekarno di Kuningan.?* Soekarno menyetujui
usulan dari Schermerhorn atas rencana pembentukan Negara Indonesia

Serikat dan menerima raja Belanda sebagai kepala Uni Indonesia Belanda.?®

Soetan Sjahrir terkejut saat mengetahui kesepakatan antara
Schermerhorn dan Soekarno yang berarti Belanda hanya mengakui Republik
Indonesia secara de facto. Soetan Sjahrir berusaha memasukkan pasal
tambahan tentang arbitrase, yaitu apabila timbul perselisihan menyangkut
perjanjian tersebut, maka akan dibawa ke DK. Perserikatan Bangsa-Bangsa.**
Setelah perundingan Linggarjati, Soetan Sjahrir menuai hujan kritik di dalam
negeri dan Schermerhorn juga mengalami keadaan yang sama di Belanda.”®
Akan tetapi, keuntungan tetap memihak kepada Indonesia, yaitu Indonesia
mendapatkan kunci (arbitrase) untuk membawa permasalahan Indonesia-

Belanda ke panggung Internasional.

Soetan Sjahrir adalah diplomat ulung, pandangan dan prediksi-
prediksinya sangat matang jauh ke depan. la melihat Belanda mulai tergesa-
gesa dan mulai melakukan pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik

dengan Indonesia. Oleh karena itu, ia memasang arbitrase sebagai kunci

22 zulkifli et.al, Sjahrir-Peran Besar Bung Kecil, 103-105.

2 AH. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan 4 - Periode Lingggarjati (Bandung: Angkasa,
1978), 57.

> Ibid., 105-106.

% Mohamad Roem, Bunga Rampai Dari Sejarah (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 257.
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untuk tetap menyeimbangkan kekuatan Indonesia dengan Belanda. Pada
akhirnya Belanda melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer pada
akhir Juli 1947.2° Pelanggaran tersebut membuat Indonesia dengan gagah
membawa konflik berkepanjangan masuk dalam sidang DK. Perserikatan

Bangsa-Bangsa pada bulan-bulan berikutnya.
C. Respon Politik Masjoemi Terhadap Kebijakan Pemerintah (1945-1947)

Pada 14 November 1945, Indonesia resmi menggunakan parlementer
sebagai sistem pemerintahannya. Perubahan tersebut diperkuat dengan
diangkatnya Soetan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.>” Sebagai partai oposisi
yang berdiri di luar pemerintahan, Masjoemi dengan keras menolak
parlementer digunakan sebagai sistem pemerintahan Indonesia dan menuntut
diterapkannya kembali sistem presidensial. M. Natsir memberikan manifesto
yang mewakili kekecewaan Masjoemi dalam sidang KNIP, ia menekankan
bahwa sistem presidensial lebih menjamin stabilitas jalannya pemerintahan
dan perubahan menjadi sistem parlementer adalah sebuah tindakan melanggar
Undang-Undang Dasar 1945. Masjoemi menyatakan bahwa segala bentuk
perubahan yang menyangkut perubahan UUD dan kabinet dapat dilakukan
setelah pemilihan umum.? Dalam konteks ini memberikan sebuah makna
bahwa Masjoemi (1945-1947) sedang berjuang dalam menegakkan UUD. la
juga menjaga agar pemerintah bertindak sesuai dengan jalurnya, sehingga

semua pihak tetap bisa menjaga keutuhan Indonesia.

% |bid., 271.
°7 Ibid., 260.
28 Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, 154.
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Perubahan ke sistem parlementer merupakan kebijakan pemerintah
untuk membersihkan orang-orang bekas pegawai Jepang dari Kursi
pemerintahan, sehingga memberikan jalan mulus kepada pemerintah untuk
menjalankan kebijakan perundingan dengan Belanda.”® Masjoemi dengan
lantang menganggap bahwa sebagian besar orang yang duduk dalam kabinet
Sjahrir adalah orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Jepang dan
sebagian yang lain dengan Belanda.®®* Kebijakan perudingan juga
mengakibatkan Masjoemi semakin geram dengan pemerintah. Melalui
manifesto M. Natsir, Masjoemi menganggap bahwa pemerintah tidak paham
tentang perubahan radikal dan revolusi mental dari jiwa bangsa Indonesia,
yaitu dari lemah dan tidak berdaya menjadi semangat perjuangan yang
militan.®* Di samping itu, nampaknya Masjoemi juga mempertahankan fatwa
jihad KH. Hasjim Asj’ari (Ketua Umum Madjelis Sjura) bahwa melawan
penjajah hukumnya adalah wajib. Partai Masjoemi juga siap dijadikan
sebagai badan perdjoeangan umat Islam (Indonesia) dalam Jihad Fi Sabilillah

untuk menentang tiap-tiap penjajahan.®

Masjoemi yang kecewa atas diterapkannya sistem parlementer dan
kebijakan perundingan, mendesak perubahan pada tubuh kabinet. Kabinet
harus dibentuk dengan memperhatikan persatuan seluruh tenaga rakyat
Indonesia dari berbagai elemen, sebagai syarat utama dalam menghadapi

musuh dan mempertahankan kedaulatan. Pada 10-13 Februari 1946,

 Tanudirjo et.al, Indonesia Dalam Arus Sejarah, 166.

%% Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, 154.

*" Ibid., 154-155. )

32«60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berjihad fi Sabilillah”, Kedaulatan Rakjat, Jumat
9 November 1945. Lihat Suryanegara, Api Sejarah 2, 203.
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Masjoemi melakukan sebuah kongres di Solo. Mereka menuntut dibentuk
sebuah kabinet koalisi dan perwakilan rakyat dengan jalan pemilihan umum
dan langsung.®® Akan tetapi, Soetan Sjahrir tidak bisa menjalankan tuntutan
pemilihan umum selama kepemimpinannya, karena ia lebih memfokuskan
perundingan dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda. Dalam konteks
ini memberikan sebuah pandangan bahwa Soetan Sjahrir —setidaknya- telah

gagal menjalankan demokrasi di Indonesia.

Kabinet Sjahrir | adalah kabinet yang mayoritas diisi oleh tokoh-tokoh
sosialis. Beberapa tokoh tersebut menjabat sebagai menteri di post-post
penting dan tidak jarang satu orang merangkap beberapa jabatan menteri,
seperti Amir Sjarifoeddin.®* Dengan demikian, tuntutan pembentukan kebinet
koalisi adalah sebuah tindakan wajar yang dilakukan Masjoemi. Sebagai
partai politik, Masjoemi mengecam struktur kabinet pemerintahan yang
diduduki oleh mayoritas tokoh dari satu partai dan berharap semua partai —
termasuk Masjoemi sendiri- dapat mengambil bagian dalam revolusi

kemerdekaan.

Masjoemi mempunyai banyak kolega yang sepaham dengan konsep
kabinet koalisi dalam Persatoean Perjoeangan, kesepahamannya yaitu
melandasi pejuangan berdasarkan semangat massa yang revolusioner.
Persatoean Perjoeangan adalah sebuah himpunan dari beberapa partai dan

organisasi perjuangan yang berdiri atas prakasa Tan Malaka pada 3 Januari

33 1hi
Ibid., 156.
% Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Hingga Linggarijati, 146-147.
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1946.% Masjoemi dan Persatoean Perjoeangan bekerja sama dalam mendesak
pemerintah agar membentuk kabinet koalisi. Desakan-desakan yang terjadi
membuat Soetan Sjahrir menyerah dan mengembalikan mandatnya kepada

presiden.®

Pada 1 Maret 1946, Persatoean Perjoeangan bersidang dan
memutuskan mendesak agar program minimum digunakan oleh pemerintah
atau Persatoean Perjoeangan yang ditunjuk untuk membentuk kabinet. Akan
tetapi, Soekarno dan Hatta tidak menyetujui program minimum,®’ karena
terkesan terlalu konfrontatif. Soekarno tetap menunjuk kembali Sjahrir
sebagai perdana menteri. Akibatnya, Persatoean Perjoeangan mengeluarkan
larangan kepada semua organisasi yang bergabung untuk tidak berpartisipasi
dalam kabinet Sjahrir Il. Masjoemi termasuk partai yang mematuhi larangan
tersebut, meskipun tidak berdaya dalam mencegah empat tokohnya yang
masuk ke dalam jajaran menteri atas nama perseorangan.®® Hal tersebut
membuat Masjoemi dan Persatoean Perjoeangan kembali mengalami
kekecewaan, sehingga Masjoemi dan Persatoean Perjoeangan kembali

mengambil sikap berseberangan (oposisi) terhadap pemerintah.

Pada 17 Maret 1946 di Madiun, Persatoean Perjoeangan melakukan

kongres yang berisikan kecaman-kecaman terhadap pemerintah. Pemerintah

% 1bid., 149.

% «Sjahrir Resigns”, Daily Mercury,Selasa 5 Maret 1946, 6.

37 Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan 4 - Periode Lingggarijati, 76. Program yang disebut
sebagai Minimum Program berisi tentang: (1) berunding atas dasar pengakuan kemerdekaan
100%, (2) pemerintah yang sesuai dengan kemauan rakyat, (3) tentara yang sesuai dengan
kemauan rakyat, (4) melucuti tentara Jepang, (5) mengurus tawanan bangsa Eropa, (6) mensita dan
menjalankan pertanian musuh, (7) mensita dan menjalankan perindustrian musuh.

% Noer., 158-159.
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merasa jengkel kepada Persatoean Perjoeangan. Pada 17 Maret hingga 22
Maret 1946, pemerintah melakukan penangkapan-penangkapan kepada
sejumlah petinggi Persatoean Perjoeangan, termasuk dua orang pimpinan
pusat Masjoemi, yaitu Abikoesno dan Wondoamiseno. Kemudian pada 22
Maret 1946, pemerintah mengumumkan penahanan mereka di Tawangmangu,

Surakarta.*

Pada 27 Juni 1946, Persatoean Perjoeangan memberikan serangan
balasan dengan menculik Soetan Sjahrir dalam perjalanan ke Jawa Timur,
ketika menginap di Javasche Bank di Solo. Pada 3 Juli 1946, para pemimpin
oposisi mendalangi percobaan perebutan kekuasaan di Yogyakarta. Mereka
menuntut pembubaran kabinet Sjahrir 1l dan mendesak Soekarno agar
menyetujui para pemimpin yang mereka rencanakan sendiri sebagai kabinet
baru. Soekarno kemudian mengutus penangkapan terhadap aktor-aktor kudeta
tersebut.** Pada 7 Juli 1946, Masjoemi melakukan konferensi khusus yang
menyatakan ketidak setujuannya terhadap penahanan tokoh-tokoh politik dan
mendesak agar tahanan politik dibebaskan dengan dasar saling memaafkan.
Masjoemi juga menyatakan loyalitas kepada Soekarno dan Soedirman, tetapi
menyatakan ketidak percayaannya kepada pemerintah (Sjahrir dan
kebinetnya).** Hal ini mengartikan bahwa Masjoemi tetap menghendaki
seorang presiden untuk memimpin pemerintahan (sistem presidensial) dan

menolak adanya perdana menteri dan kabinetnya (sistem parlementer).

% Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Hingga Linggarjati, 163-165.
“*bid., 172-175.
*! Noer, Partai Islam Di Pentar Nasional, 162.
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Pada 2 Oktober 1946, Presiden menyerahkan kembali kekuasaan
pemerintah kepada Soetan Sjahrir. Kabinet Sjahrir 111 berhasil mengadakan
perundingan dengan wakil Belanda di Linggarjati, di dekat Cirebon.*?
Masjoemi memberikan jalan terjal terhadap berlangsungnya perundingan
Linggarjati. Sebelum perjanjian dilaksanakan, Soekiman terlebih dahulu
menolak tawaran untuk duduk menjadi delegasi sebagai tenaga ahli. Setelah
perundingan Linggarjati menuai hasil, Masjoemi dengan tegas menolak hasil
perjanjian tersebut. Soekiman menilai bahwa hasil dari perjanjian Linggarjati
bersifat multi tafsir, sehingga antara pihak Indonesia dan Belanda bisa
menafsirkan sendiri-sendiri.** Soekiman juga menilai bahwa Soetan Sjahrir
telah membuat konsesi yang terlalu jauh dalam menyelesaikan konflik dengan
Belanda dan ia telah gagal dalam politik luar negerinya untuk menunjukkan
sistem demokrasi yang kuat atau bahwa Indonesia adalah negara yang
demokratik.** Partai Islam ini juga menolak bagian-bagian dari hasil
perundingan, seperti pembentukan Uni Belanda-Indonesia serta badan-

badannya, pengembalian harta milik asing dalam wilayah republik.*

Pada 20-21 November 1946 di Yogyakarta, Masjoemi mengadakan
rapat umum yang dihadiri oleh berbagai wakil dari anak organisasi, Anggota
Istimewa, dan Majdelis Sjura untuk memperkuat penolakan terhadap hasil
perundingan Linggarjati. Anggota Istimewa Masjoemi juga mengadakan

kongres sendiri untuk mendukung Masjoemi dalam menolak hasil

*2 |bid., 163.

*® Ibid., 165.

# «Resistance To Dutch”, West Australiant, Kamis 26 Juni 1947, 9.
> Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, 165.
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perundingan Linggarjati di berbagai daerah. Pada 24-27 November 1946,
Muhammadiyah mengadakan kongres di Yogyakarta. Pada 12 Desember,
Persatoean Oemat Islam mengadakan kongres di Majalengka. Pada 18
Desember 1946, Nahdatoe al-Oelama’ mengadakan kongres di Jombang.
Masjoemi juga mengadakan berbagai acara agar masyarakat ikut menolak
hasil perundingan Linggarjati, seperti ceramah di masjid, ziarah ke makam-

makam tentara, puasa, sholat malam, dan sebagainya.*

Pada 4-5 Desember 1946 di Solo, Masjoemi dan GPIl mengadakan
suatu konferensi yang menyatakan harapan kepada menteri yang terikat
hubungan dengan Masjoemi, agar mengambil jalan yang sesuai dengan
keputusan partai. Masjoemi juga menuntut pembaharuan dalam tubuh KNIP,
karena mereka menganggap KNIP yang sedang bertugas ialah atas hasil
pengangkatan bukan pilihan rakyat. Artinya, hasil perundingan Linggarjati

seharusnya di musyawarakan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya.*’

Pada 29 Desemeber 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden No. 6 yang menyatakan penambahan 232 anggota KNIP dari
golongan yang pro-pemerintah. Masjoemi berusaha meyakinkan Soekarno
agar mempertimbangkan kembali dekrit tersebut. Pada 22 hingga 25 Februari,
Masjoemi mengadakan kongres di Kediri, mereka memutuskan tetap menolak
Dekrit No. 6. Ketika presiden mengangkat anggota baru KNIP, Masjoemi pun

tidak mengajukan nama-nama wakilnya.*® Soekarno telah melakukan

“® Ibid., 165.
“" Ibid., 166.
*8 Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan 4 - Periode Lingggarjati, 249.



72

tindakan yang terkesan mendukung Soetan Sjahrir dan kebijakannya, serta

melakukan tindakan yang terkesan menjamin ratifikasi perjanjian Linggarjati.

Pada 25-27 Februari di Malang, Hatta mengultimatum kepada KNIP
untuk menerima dekrit tersebut atau Hatta —dan Soekarno- akan meletakkan
jabatannya. Akhirnya, sidang pleno KNIP menerima dekrit tersebut, dengan
aksi walk out dari pihak Masjoemi dan PNI. Masjoemi menolak dekrit ini dan
menganggap bahwa penambahan jumlah anggota KNIP adalah jalan untuk
mendapatkan persetujuan hasil perundingan Linggarjati.* Terlihat bahwa
wakil presiden juga terkesan melindungi perdana menteri dan mengupayakan
ratifikasi perjanjian Linggarjati. Dalam hal ini, wakil presiden mengatakan
bahwa

“... Bukan kabinet yang memperlindungi Presiden dan Wakil Presiden, memagari mereka

dengan tanggung jawabnya, melainkan sebaliknya. Dimana-mana Presiden dan Wakil

Presiden harus bertindak dengan mempergunakan kewibawaannya untuk memperlindungi

kabinet dari kecaman dan serangan rakyat yang tidak puas ...”*

Akan tetapi, Masjoemi tetap menolak dekrit tersebut, karena dengan tidak
menyetujui dekrit berarti Masjoemi tetap tidak setuju dengan kebijakan

perundingan yang menghasilkan perjanjian Linggarjati.

Masjoemi menolak menyerah dan pada 19-20 Maret di Yogyakarta,
Masjoemi menyusun program yang isinya masih tetap menolak kebijakan
kabinet Sjahrir, menuntut pembentukan DPR melalui pemilihan umum, dan

menganggap bahwa hasil Linggarjati adalah perjanjian yang membahayakan

“ Noer., 168.
%0 Mohammad Hatta, Demokrasi Kita (Jakarta: Panjdi Masyarakat, 1960), 9.
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negara. Masjoemi memperkuat programnya dengan mengeluarkan manifesto
politik pada 6 Juni 1947. Manifesto tersebut berisikan penjelasan kepada
rakyat tentang jalan yang akan diambil jika Masjoemi dipercaya memimpin
kabinet, yaitu percaya pada kekuatan diri bangsa dan tidak bergantung pada
pihak musuh.®! Pada umumnya, partai-partai lain juga memberikan pendirian
yang sama dengan Masjoemi dalam mendesak pemerintah, sehingga
menyebabkan Soetan Sjahrir harus meletakkan mandatnya yang ketiga pada

27 Juni 1947.%

5! Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan 4 - Periode Lingggarjati, 168-169.
%2 Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, 169.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, penulis memberikan sebuah kesimpulan antara lain

sebagai berikut:

1. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia (1945-1947) Masjoemi mengalami
transformasi menjadi partai politik Islam. Inti dari perjalanan politik
Masjoemi (1945-1947) adalah ikut andil dalam proses demokratisasi
dengan menjadi partai oposisi. Akan tetapi dalam periode 1945-1947,
Masjoemi tidak berdaya dalam mengendalikan para tokohnya yang
bersedia masuk dalam jajaran kabinet Sjahrir.

2. Soetan Sjahrir adalah tokoh yang berfaham sosialis. Pada masa penjajahan
Belanda, Soetan Sjahrir aktif dalam perjuangan kemerdekaan dengan PNI
Baru sebagai alatnya. Akibatnya, Belanda menangkap dan menjadikannya
sebagai tahanan politik. Pada masa pendudukan Jepang, Soetan Sjahrir
aktif dalam gerakan kemerdekaan di bawah tanah. Pasca kemerdekaan, ia
sempat menjabat sebagai ketua BP KNIP dan kemudian sukses menduduki
kursi perdana menteri hingga tiga kali beruntun.

3. Pada 1945 hingga 1947, Masjoemi dan Soetan Sjahrir memiliki hubungan
yang kurang harmonis. Masjoemi dengan berani memperjuangkan sistem
pemerintahan presidensial agar diterapkan kembali di Indonesia. Masjoemi

juga menuntut agar pemerintah membentuk kabinet yang memperhatikan
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semua unsur golongan. Masjoemi juga mendesak pemerintah agar
melakukan pemilihan umum (demokratisasi) pada tubuh KNIP. Masjoemi
lebih menghendaki fatwa KH. Hasjim Asj’ari, yaitu Jihad Fi Sabilillah
dalam perjuangan merebut kedaulatan dari Belanda.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian mengenai “Sikap Politik Masjoemi Pada

Masa Sistem Parlementer Di Bawah Kabinet Sjahrir (1945-1947). Penulis

ingin menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Penulis menyarankan kepada mahasiswa Sejarah Peradaban Islam —
fakultas Adab dan Humaniora untuk melakukan penelitian terhadap Soetan
Sjahrir dan Masjoemi, karena masih banyak celah yang dapat diteliti lebih
mendalam.

2. Penulis menyarankan kepada masyarakat Indonesia agar meneruskan
perjuangan The Founding Fathers dan para pahlawan yang lain, yaitu
tetap bersatu meskipun berbeda faham dan agama, serta selalu berjuang
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Jika tidak dinilai berlebihan, penulis ingin menyarakan kepada partai
oposisi —termasuk partai Islam- di era sekarang dan era selanjutnya untuk
terus melakukan pengawasan dan pengimbangan terhadap pemerintah,

namun tanpa memecah bela persatuan dan kesatuan.
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